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Pengantar

Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah proses dalam memberikan kesempatan dan memberdayakan
masyarakat melaluipartisipasi, alih pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Masyarakatyang merupakan komponen
dalam suatu komunitas menempati posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini partisipasi mereka
belum mendapat perhatian yang proporsional dari berbagai pihak. Disadari juga bahwa pembangunan sanitasi
seringkali mengabaikan kepentingan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian juga dengan aspek
kesetaraan jender. Kita kerap kali tidak memasukkan aspek ini dalam proses pengambilan keputusan. Pengabaian
aspek jender dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan/pemantauan pembangunan fasilitas sanitasi
seringkali menimbulkan ketimpangan penyediaan layanan bagi kelompok perempuan. Dengan Pemberdayaan,
masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan mereka, menentukan prioritas,
memobilisasi sumber daya, memobilisasi kontribusi (in-cash dan in-kind), bernegosiasi, menyusun perencanaan,
pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan.

Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat tahun 2003 telah
menempatkan aspek pemberdayaan masyarakat sebagai prinsip utama untuk melakukan perbaikan kondisi sanitasi.
Dengan demikian, peran Pemerintah pun bukan lagi sebagai penyedia layanan, tetapi lebih sebagai fasilitator
pembangunan layanan sanitasi yang berbasis dan dikelola masyarakat. Dalam konteks penyusunan Strategi Sanitasi
Kota (SSK), pelibatan laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, serta aspek kesetaraan jender harus dimulai sejak
proses penetapan Kelompok Kerja Sanitasi, pemetaan kondisi sanitasi, penyusunan Strategi Sanitasi Kota, penyusunan
rencana kegiatan, dan tahap monitoring dan evaluasi. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang partisipatif dan sadar
jender menjadi kunci bagi masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi mereka benar-benar diakomodasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, disusunlah Buku Panduan tentang Pemberdayaan Masyarakat dengan
Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi Kota, yang disusun berdasarkan pengalaman
yang diperoleh di seluruh kota-kota mitra ISSDP. Buku ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi Pokja Sanitasi yang
memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan sektor sanitasi perkotaan yang komprehensif dan
mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat, sehingga pelaksanaan program sanitasi juga diharapkan dapat
dilakukan secara partisipatif, tanpa harus menunggu ‘perintah’dari Pemerintah.

Buku Panduan ini adalah edisi pertama, karena disadari belum bisa merekam seluruh aspek yang berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan. Pengalaman, hasil pembelajaran setempat, praktik terbaik yang
ada serta saran-saran dari pemakai buku ini akan sangat berharga bagi perbaikan dan kelengkapannya pada edisi
kedua di kemudian hari. Mudah-mudahan dengan diterbitkannya Buku Panduan ini, Pemerintah Kabupaten dan
Kota melalui kinerja Kelompok Kerjanya dapat meningkatkan kualitas layanan sanitasi sehingga dapat memenuhi
upaya pencapaian target pembangunan sanitasi, khususnya pencapaian target Program Nasional Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman dan juga Millennium Development Goals (MDGs).

Semoga bermanfaat dan selamat bekerja,

Ketua Pokja TTPS Ketua Tim Teknis Pembangunan Sanitasi
Bid. Pemberdayaan & Kerjasama Masyarakat (TTPS)

g St
Johan Susmono Budi Hidayat
Direktur Bina SDA dan TTG Direktur Permukiman dan Perumahan
Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Kementerian Dalam Negeri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas)
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1 Sanitasi Perkotaan di Indonesia
1.1 Situasi sanitasi saat ini

Pada 2007, jumlah populasi di Indonesia berjumlah sekitar 235 juta jiwa
dan sebanyak 42 persen dari total populasi itu tinggal di perkotaan. Pada
sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan populasi rata-rata di perkotaan
mencapai 4,4% per tahun. Angka ini tiga kali lebih besar dari pertumbuhan
populasi tahunan di Indonesia secara keseluruhan. Dengan asumsi
pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan 61% dari total populasi akan tinggal
di kota-kota pada 2025.

Air limbah domestik. Perkembangan pengolahan dan pengelolaan air
limbah di perkotaan lebih lambat dibandingkan dengan fasilitas akses air bersih. Pada 2004, akses terhadap
air bersih sudah mencapai 77%, sedangkan akses untuk sanitasi hanya 55%. Tetapi banyak masyarakat yang
masih membuang air limbah dari jambannya langsung ke badan air, dan banyak pula tangki septik yang tidak
dikosongkan tepat pada waktunya. Bahkan ada jasa sedot tinja yang membuang lumpur tinja langsung ke
sungai atau laut. Sementara itu, sistem pengolahan limbah terpusat (off-site system) hanya dapat melayani
2-3% dari jumlah populasi di Indonesia dan tidak menyertakan standar pengolahan air limbah. Saat ini, sistem
pengolahan air limbah setempat yang dikelola oleh masyarakat semakin meningkat jumlahnya, namun
layanan yang diberikan tidak sejalan dengan pertumbuhan populasi.

Persampahan. Pada 2000, hanya 60% daerah perkotaan yang terlayani dalam hal pengumpulan sampah
atau limbah padat, dan hanya 1,6% limbah yang dimanfaatkan jadi kompos. Pengadaan layanan dasar, praktik
informal dalam pengumpulan, pemilahan dan daur ulang limbah padat atau sampah masih mempunyai
peran penting. Keadaan ini dapat mengurangi risiko kesehatan dan lingkungan serta menurunkan angka
kemiskinan. Meski demikian, tidak diketahui berapa jumlah laki-laki, perempuan dan anak-anak dari golongan
miskin yang menggantungkan hidup mereka pada kegiatan ini. Sebab, manajemen pengelolaan sampah di
perkotaan bukan menjadi bagian dari strategi penurunan angka kemiskinan.

Drainase lingkungan. Jumlah infrastruktur untuk drainase lingkungan masih terbatas, terutama di tingkat
masyarakat. ltu sebabnya, banjir lokal sangat memengaruhi masyarakat miskin yang tinggal di perumahan
kumuh di daerah rentan banijir.

1.2 Target dan program pembangunan sanitasi perkotaan

Pada 2015, Pemerintah Indonesia ingin mencapai target no. 7 dari Millenium
Development Goals (MDGs). Ini berarti jumlah masyarakat di kota dan desa
yang tidak punya akses ke sarana sanitasi dasar berkurang separuh, termasuk
meningkatnya akses ke pembuangan air limbah yang aman dan ramah
lingkungan. Tujuannya adalah mengurangi angka kemiskinan perkotaan dan
perdesaan sebesar 50% serta mengurangi dua-pertiga angka kematian balita.

Buruknya sanitasi perkotaan menjadi salah satu sebab buruknya kesehatan
masyarakat miskin. Apalagi, lebih dari 32% warga miskin di Indonesia tinggal
di perkotaan, dengan tingkat kejadian penyakit akibat air, sanitasi dan higiene
lingkungan yang tinggi. Diare menjadi penyebab 20% kematian dari jumlah
anak-anak yang meninggal tiap tahun. Diare terjadi akibat kontak dengan
kotoran (fecal-oral) dan menjadi penyebab terbesar kedua pada kematian balita. Akibat sanitasi dan higiene
buruk, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian senilai Rp 56 triliun (USD 3,6 miliar) pada 2006; angka ini
hampir sama dengan 2,3% Produk Domestik Bruto (PDB).

Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP)

Pada April 2006, Pemerintah Indonesia memulai Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP),
bekerja sama dengan Pemerintah Belanda dan Swedia serta Program Sanitasi dan Air Bersih dari Bank Dunia.
Program ini membantu 12 kota dalam meningkatan sanitasi dalam artiluas, yakni pembuangan kotoran manusia
dan air limbah secara aman, pengelolaan limbah padat (persampahan) dan drainase lingkungan, serta promosi
perilaku hidup bersih dan sehat. Program pengembangan sanitasi ini merupakan program yang berdasarkan
kebutuhan kota (kota punya sumberdaya manusia dan keuangan sendiri). Selanjutnya, kota mendapatkan
dampingan teknis untuk penilaian dan pemetaan situasi sanitasi, penyusunan strategi sanitasi, pengembangan
program, dan mencari sumber daya tambahan untuk mempercepat pelaksanaan program.
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Program ini punya tiga pendorong utama, yaitu:
(1) Mengembangkan lingkungan sanitasi yang memberdayakan. Ini |t il
dilakukan melalui peningkatan kebutuhan pimpinan politik dan -
masyarakat terhadap sanitasi yang aman, penguatan organisasi
untuk memenuhi kebutuhan ini, dan meningkatkan kapasitas
kota dalam menyediakan layanan sanitasi yang baik.
Meningkatan kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih
dan sehat. Ini dilakukan melalui kampanye media massa di tingkat
nasional seperti berikut ini.

« kampanye sanitasi yang menunjukkan tanggung jawab laki-
laki terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarganya (lihat SEPTIC TANK BERSAMA!
gambar), dan lebih murah.,
kampanye hidup bersin dan sehat dengan tema cuci tangan |-, i
pakai sabun (CTPS) pada 5-waktu kritis, dengan sasaran utama
perempuan.

—
No
~—

Buat saja

anal paptic tank

Selainitu, kota didorong dan didampingi untuk melakukan kampanye
sanitasi dan promosi tentang hidup bersih dan sehat melalui media
lokal.

Kampanye ketiga di tingkat kota adalah ‘kampanye sanitasi
untuk masyarakat miskin’ Pada kampanye ini, para kader di kota
mendampingi laki-laki, perempuan dan anak-anak di daerah miskin untuk memperkuat praktik-praktik
higiene dan sanitasi yang baik. Agar lebih efektif, kampanye ini tidak menggunakan media massa, tetapi
melalui hubungan langsung dan metode partisipatif yang melibatkan laki-laki, perempuan dan anak-
anak.

(3) Meningkatkankapasitaskotadanmengembangkan StrategiSanitasiKota.Kotayangingin menginvestasikan
sumber dayanya (staf, waktu dan uang) untuk memperbaiki kondisi sanitasi dapat mengikuti program
ini. Kota akan mendapatkan pendampingan teknis dalam menganalisis situasi sanitasinya, penyusunan
Strategi Sanitasi Kota, dan program peningkatan. Dalam Tahap 1, enam kota ikut serta dalam program, dan
dalam Tahap 2, enam kota lain juga bergabung ke dalam program.

1.3 Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sanitasi perkotaan

Dalam bagian pertama bab ini, tampak jelas bahwa negara dan kota menghadapi tantangan besar jika
target sanitasi harus dicapai. Utamanya mengurangi separuh jumlah populasi tanpa sanitasi baik (termasuk
meningkatkan pembuangan limbah yang aman dan pendaurulangan limbah) melalui program dan layanan
efektif serta berkelanjutan.

Untuk menghadapitantangan tersebut, Dokumen Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Berbasis Masyarakat Tahun 2003, menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prinsip utama. Dokumen ini
menyebutkan bahwa:

‘Pada prinsipnya, dampingan pemerintah ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar mereka bisa
mengemban peran inti dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sistem AMPL! (Bagian h, hal.
15).

UU No. 22/1999 mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai‘suatu usaha untuk meningkatkan rasa
memiliki dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.’
(Ayat 92, paragraf 2).

Dengan demikian, peran Pemerintah berubah dari provider’/penyedia menjadifasilitator untuk layanan sanitasi
yang dikelola dan berbasis masyarakat. Kebijakan tersebut juga menganjurkan masyarakat untuk bekerja sama
dengan mitra lain, dan menekankan bahwa perempuan harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.
Utamanya dalam hal terkait perencanaan layanan dan teknologi, pelaksanaan dan pengelolaan.

Berikut dijelaskan mengapa pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam pembangunan sanitasi kota,
khususnya layanan sanitasi berbasis masyarakat, antara lain:

Lebih banyak yang bisa dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Layanan sanitasi berbasis masyarakat

di perkotaan memungkinkan penyediaan layanan sanitasi yang baik kepada banyak orang, khususnya
keluarga miskin.
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Layanan lebih efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan layanan sanitasi dan promosi Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS) di tingkat lokal akan berjalan lebih lancar dan berkelanjutan, apabila perempuan dan laki-
laki dari berbagai lapisan masyarakat dan latar belakang budaya berbeda bekerja sama menyusun serta
melaksanakan program tersebut. Hal ini dapat membuat mereka merasa lebih memiliki dibandingkan jika
pihak luar yang melaksanakan dan mengendalikan program.

Potensi besar untuk penyesuaian dengan kondisi, kebutuhan dan peluang lokal. Kota punya beragam
lingkungan fisik sosial dan ekonomi. Perencanaan dan pengelolaan lokal memungkinkan penyesuaian
lebih baik di antara kelompok yang berbeda seperti, kelompok perempuan dan laki-laki, atau kelompok
yang baik dan kurang baik.

Peluang besar bekerja sama dengan sektor swasta lokal. Masyarakat yang telah diberdayakan punya
organisasi sendiri yang berbadan hukum dan dapat menggalang serta mengelola dananya sendiri. Di
samping itu, mereka punya peluang memperoleh dana dari kota atau sektor swasta melalui negosiasi
dan layanan mandiri. Dana ini untuk membiayai kegiatan sanitasi yang butuh biaya besar dan di atas
kemampuan mereka. Akan tetapi, mereka harus sudah mendapatkan pelatihan aspek baku mutu
pembuatan kontrak yang baik dan pengelolaan dana, sehingga mereka bisa mengurangi biaya dan
meningkatkan nilai uang yang ada. Contoh, program Water and Sanitation for Low Income Communities
(WSLIC) di daerah perdesaan.

Akses lebih baik pada masyarakat dan rumah tangga miskin terhadap sanitasi dan praktik higiene yang
baik. Masyarakat dan rumah tangga miskin akan mendapatkan solusi sesuai keinginan dan kemampuan
mereka, apabila ada informasi tentang pilihan, solusi sarana, dan sistem pembiayaan sanitasi yang murah.

Pertanggungjawaban lembaga lokal yang lebih baik terhadap pengguna sarana. Lembaga lokal berbasis
masyarakat dapat dengan mudah meningkatkan kepercayaan pengguna sarana. Juga pembayaran
retribusi yang lebih baik bila mereka mampu memberikan layanan, pengelolaan keuangan yang baik, dan
rencana-rencana baru, kepada pengguna sarana.

Pada waktu bersamaan, pemberdayaan masyarakat butuh lembaga teknis dan sosial yang dapat melakukan
pemberdayaan. Termasuk mengadopsi teknik dan keterampilan sanitasi baru untuk diterapkan pada
masyarakat. Sangat berisiko bila lembaga teknis dan sosial tidak punya keterampilan yang tepat dan standar
minimum penilaian kinerja masyarakat, terutama jika mereka mengharapkan masyarakat mampu mengelola
sarananya sendiri.

1.4 Pendekatan pelibatan jender dan kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat adalah penting. Pertanyaannya, siapa yag dimaksud dengan masyarakat? Layanan
yang berbasis masyarakat adalah dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Akan tetapi kerap kali hanya
beberapa kelompok yang dapat berpartisipasi dan merasakan manfaatnya, atau kelompok tertentu lebih
berpengaruh dan diuntungkan dari kelompok lainnya.
- Beberapa contoh, perempuan tidak datang atau berbicara selama pertemuan yang membahas
perencanaan dan pengelolaan layanan untuk masyarakat,
Laki-laki tidak terlibat dalam kegiatan promosi higiene. Mereka tidak didorong bertanggung jawab
atas pengadaan fasilitas yang lebih baik di rumah, memperbaiki kebiasaan higiene mereka sendiri, dan
memberikan contoh higiene yang baik pada anak-anak mereka,
Masyarakat pendatang miskin yang tinggal di rumah tidak layak, harus memberikan kontribusi sama
besarnya dengan masyarakat lokal yang tinggal di rumah mewah dan menghasilkan limbah lebih
banyak.

Berkaitan dengan pendekatan pelibatan jender
dan kemiskinan, persoalan ‘siapa’ menjadi sangat
penting artinya.

Misalnya, ‘siapa’ dalam masyarakat yang harus
dilibatkan, siapa yang membuat keputusan dan
siapa yang mendapatkan manfaat dari apa?

Dengan begitu, semakin adil tanggung jawab,
beban, manfaat, pengaruh dan kendali yang
dibagikan, maka akan semakin besar peluang
bahwasemuanyaakan membantudan merasakan
keuntungan dari proyek, program atau layanan.
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Bagian Il
Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pembangunan Sanitasi Kota:
Tahapan dan Kegiatan
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1 Pemberdayaan Masyarakat di Awal Program dan Pembentukan Kelompok

Kerja Sanitasi Kota (Tahap A)

1.1 Persiapan di Tingkat Kota

Tahap pertama proses pembangunan sanitasi di tingkat kota seperti terlihat pada Gambar 1. Korelasi antara
pengenalan program dan pembentukan Pokja Sanitasi Kota dengan Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan

Kemiskinan (PMJK), dibawah ini.

Gambar 1. KORELASI ANTARA
PENGENALAN PROGRAM DAN PEMBENTUKAN POKJA SANITASI KOTA
dengan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, JENDER dan KEMISKINAN

TAHAP - A

w PERSIAPAN

Desk Review: pengumpulan data sekunder
Forum Rapat Kerja Nasional

Surat Minat dari Walikota/Bupati

Roadshow TTPS

Pertemuan dengan Walikota/Bupati/DPRD I

PENGGALANGAN KOMITMEN
* KOmitmen rimpinan vaeran
* Kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut

PENYADARAN SANITASI

o Penilaian singkat
« Advokasi stakeholder
« Advokasi media massa

PEMBENTUKAN POKIJA SANITASI KOTA

o Identifikasi stakeholder
o Pertemuan pembentukan Pokja sanitasi kota
o Legalisasi Pokja Sanitasi Kota

o Tahapan perencanaan pembangunan sanitasi
perkotaan

o Peran, tanggung jawab dan pembagian tugas

« Penyusunan rencana kerja untuk waktu satu
tahun

Pemberdayaan Masyarakat, Jender
dan Kemiskinan

o Identifikasi Dinas/Instansi/Layanan yang
sudah melaksanakan PMJK
o Memasukkan aspek PMJK ke dalam

materi presentasi

o Dinas/Instansi yang melaksanakan PMJK
berpartisipasi memunculkan ide-ide awal
tentang kegiatan PMJK di kota

o Daftar pertanyaan terkait PMJK

o Isu PMIJK yang telah disetujui dan
ditetapkan oleh stakeholder dimasukkan
ke dalam peran dan tanggung jawab

Pokja sanitasi kota.
o LSM dan organisasi berbasis masyarakat

dijadikan nara sumber dan/atau anggota
Pokja Sanitasi Kota.

. Modul orientasi PMJK
. Sesi tentang PMJK
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Keahlian dinas dalam aspek PMJK

Langkah pertama proses pembangunan sanitasi adalah: Walikota, Kepala Bappeda dan para Kepala
Dinas berkonsentrasi memutuskan pembenahan sanitasi dan menentukan dinas-dinas mana
yang akan berperan. Pada waktu ini, penting menentukan layanan dan program sanitasi yang akan
dilaksanakan, serta dinas-dinas mana yang punya pengalaman di bidang pembangunan sanitasi,
pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan. Selanjutnya, dinas-dinas tersebut diundang ikut
serta. Jadi, keahlian dinas harus ditentukan dan digunakan sejak awal.

Penilaian terhadap para pemangku kepentingan

Setelah penandatanganan surat pernyataan berminat, dilanjutkan dengan penilaian mengenai

pemangku kepentingan lain. Keahlian-keahlian yang diperlukan bisa ada pada:

1. LSMlokalyang bekerja dibidang lingkungan, pembangunan masyarakat miskin dan pemberdayaan
perempuan.

2. Kelompok masyarakat atau Organisasi Berbasis Masyarakat. Nantinya kedua organisasi ini
memungkinkan menyediakan layanan sanitasi atau air bersih berbasis masyarakat, atau punya
programnya sendiri untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan pendapatan masyarakat.

3. Pemangku kepentingan lain bisa pelaku dari sektor formal dan sektor swasta/non-formal,
seperti pengusaha lokal perempuan dan laki-laki yang bergerak di bidang pengumpulan dan
pendaurulangan sampah, asosiasi pedagang pasar, serta pelaku usaha pembangunan dan
penyedotan tangki septik.

BOX 1

Masyarakat di RT 12A Kelurahan Sungai Jingah Kota Banjarmasin yang tertarik dan melaksanakan
program sanitasi lingkungan. Tokoh masyarakat laki-laki dan perempuan, yang dibantu para remaja
laki-laki dan perempuan, saling bekerja sama mengumpulkan dan memilah sampah. Mereka
membuat kompos dan menggunakannya untuk memupuk tanaman hias, buah dan sayur, serta
menjualnya. Hasil penjualan kompos dan kontribusi warga mereka gunakan untuk membuat
jalan paving block, dan membangun lapangan olah raga yang juga berfungsi sebagai tempat
berkumpulnya warga atau tempat perayaan-perayaan.

aill wﬂw

!
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1.2 Pembentukan Pokja Sanitasi Kota

Hasil langkah-langkah tersebut di atas akan menentukan organisasi mana yang akan menjadi anggota
Kelompok Kerja Sanitasi Kota, dan mana yang akan menjadi Ketua Pokja. Pemerintah Kota juga perlu
mempertimbangkan keterlibatan LSM dan organisasi berbasis masyarakat (CBO) sebagai ‘organisasi sumber
daya’ dalam penilaian dan pemetaan situasi sanitasi kota, dan perumusan strategi serta pengembangan
program untuk layanan berbasis masyarakat. Contohnya di Denpasar, Pokja mengundang beberapa LSM lokal
dalam pertemuan dan lokakarya. Mereka diundang untuk bertindak sebagai penasihat tidak resmi terkait
aspek sosial, lingkungan dan infrastruktur sanitasi.
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1.3 Orientasi untuk anggota Pokja Sanitasi Kota

Setelah Pokja mulai berfungsi, para anggotanya mendapatkan orientasi mengenai aspek pemberdayaan
masyarakat, jender dan kemiskinan melalui lokakarya. Lokakarya membahas mengapa proyek dan layanan
yang didesentralisasi dan dikelola masyarakat dapat membantu kota, khususnya dalam mencapai target dan
meningkatkan penyediaan layanan. Peserta juga akan memahami mengapa perlu keterlibatan perempuan
dan laki-laki dalam jumlah berimbang, dan juga agar masyarakat miskin mampu membuat proyek dan layanan
menjadi lebih baik. Termasuk pemahaman perlunya pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan diri.
Mereka juga akan belajar bagaimana cara mempraktikkan pendekatan tersebut dan menerapkannya dalam
pekerjaan.
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2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi
(Tahap B)

2.1 Penilaian Kapasitas dan Pengalaman Kelembagaan
Dalam Tahap B, melalui komponen Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK), setiap kota

akan ‘menyusun peta! Utamanya untuk menentukan proyek dan layanan sanitasi serta higiene yang sudah
ada di wilayah kota. Langkah proses ini seperti terlihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. KORELASI ANTARA
PENILAIAN PEMETAAN SANITASI KOTA dengan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, JENDER dan
KEMISKINAN

TAHAP - B Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan

| 1 Pembentukan Tim Pengkajian pemberdayaan

BA-01 masyarakat, jender & kemiskinan di tingkat kota
Pertemuan Perdana
2
BA-02 ‘
Pengumpulan data sekunder

Penetapan kriteria
pemberdayaan masyarakat, jender & kemiskinan

Pengumpulan informasi:
pendekatan lokal & pengalaman

Penyusunan Daftar Panjang

Pengumpulan data lanjutan:
Umum
Teknis & kesehatan lingkungan
Kelembagaan & SDM
Perundangan & peraturan
Keuangan & ekonomi
Komunikasi/media

Pengembangan Kriteria Seleksi

Penyusunan Daftar Pendek

Pemberdayaan masyarakat, jender & kemiskinan
Layanan sanitasi oleh sektor swasta

Studi Lapangan

BA-03 ‘ Identifikasi
Pemetaan Awal: area potensial untuk diteliti
= Manajemen dan operasi sistem sanitasi ‘

Analisis Implementasi

BA-05 T
Penilaian
Pemetaan Cepat Sanitasi Kota

BB-01 -
Rapat Konsultasi-1

= Tim Pengarah & Tim Teknis

10 Konsensus untuk replikasi

BB-03 -
Studi

Environmental Health Risk Assessment (EHRA)

BB-04
Penilaian pemetaan kondisi sanitasi:
e berdasarkan studi EHRA & data lainnya

11 Pelatihan modul Mini-MPA

BB-05
Penetapan:

. Kelurahan berisiko sanitasi (4 kategori)
=  Penyebab utama permasalahan sanitasi

BB-02 - ‘

Rapat Konsultasi-2

= Camat dan Lurah ‘

‘
Penyusunan Draft Buku Putih ‘

untuk Pokja Sanitasi Kota dan kader
Pokja (bila perlu)

12 Survey PMJK
(bila perlu)
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Untuk pemetaan dan penilaian ini, Pokja Sanitasi membentuk Tim Penilaian Cepat dengan anggota dari dinas-
dinas atau instansi yang ahli di bidang pemberdayaan masyarakat dan jender, atau mereka bisa menugaskan
LSM atau konsultan untuk melakukannya terkait sanitasi dan higiene. Tim akan melakukan identifikasi apa
yang sudah ada atau dilakukan oleh: (a) proyek, layanan dan program dari dinas/instansi sendiri; (b) LSM
lokal, (c) kelurahan dan kelompok masyarakat (misalnya tindakan swakarsa); dan (d) sektor swasta baik formal
maupun non-formal.

BOX 2:

Dalam pengelolaan sampah, pengumpul, pemilah, pedagang dan pendaur ulang sampah sangat berperan
dalam penyediaan layanan dasar kebersihan. Aktivitas mereka berdampak positif pada pemeliharaan lingkungan,
pengurangan risiko kesehatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan perkotaan. Salah satu studi ISSDP tahun
2007 melaporkan bahwa, di Surakarta ada sekitar 400 orang yang bekerja mengelola sampah (kecuali sampah
organik) dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai US$ 5,8 juta atau setara Rp 53 miliar (Salter, 2007).

Kemudian Tim juga menentukan dan memutuskan kriteria untuk menyusun daftar panjang proyek lokal/
layanan/program berbasis masyarakat dan yang telah melakukan “pemberdayaan masyarakat, ‘melibatkan
jender] dan/atau’melibatkan masyarakat miskin’ Misalnya: (a) kota sudah punya sistem pengolahan air limbah
yang dikelola masyarakat, MCK atau layanan pengelolaan sampah yang sudah memerhatikan kesetaran jender,
akses dan manfaatnya untuk masyarakat miskin; (b) gerakan bersama masyarakat (laki-laki, perempuan, remaja
dan anak-anak) dalam‘penghijauan, kebersihan dan higiene’; (c) program CLTS yang dilakukan bersama antara
tokoh masyarakat, laki-laki dan perempuan; (d) program sanitasi sekolah yang mempromosikan sanitasi dan
higiene yang baik, di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya.

Berdasarkan daftar panjang, selanjutnya Tim memutuskan daftar pendek proyek/layanan/program yang
perlu dikunjungi. Pada saat kunjungan lapangan, anggota Tim mempelajari setiap kasus dengan melakukan
wawancara, pengamatan, ‘transect walk’ diskusi kelompok, foto dan video untuk mendapatkan pengetahuan
dan mendokumentasikan setiap kasus.

Dalam menganalisis kasus sanitasi dan higiene terpilih, baik yang ‘berhasil maupun yang ‘gagal, penting
mengidentifikasi bagaimana cara membagi peran, peluang dan manfaat untuk perempuan, laki-laki, anak
laki-laki dan anak perempuan. Seringkali setiap kelompok masyarakat melakukan tugas menurut peluang dan
kekuatan yang ada, dan membagi manfaatnya seperti dari pelatihan, pembayaran, dan pekerjaan, dengan
cara yang adil.

Namun, bisa juga sistem pembayaran untuk masyarakat miskin kurang adil, misalnya mereka harus membayar
biaya yang sama dengan masyarakat mampu. Meskipun faktanya masyarakat miskin hanya menghasilkan
lebih sedikit air limbah. Kekurangadilan ini juga terjadi pada perempuan yang pekerjaannya dianggap sebagai
sukarela, sedangkan pekerjaan yang ada upah dan lebih terhormat diberikan kepada laki-laki. Karenanya,
analisis temuan dan pelaporan harus dipisahkan menurut jenis kelamin, usia, tingkat kesejahteraan (kaya,
menengah, miskin) dan aspek lain yang mengakibatkan perlakuan tidak adil, seperti perlakuan terhadap
masyarakat asli dan pendatang.

Tiga subsektor utama yang menjadi obyek studi lapangan mengenai kasus terpilih adalah air limbah, drainase
lingkungan dan pengelolaan sampah. Tim juga mengidentifikasi dan menganalisis apa yang dilakukan oleh
perempuan dan laki-laki, di mana, dengan cara apa, dan apa pengaruhnya pada setiap subsektor dan tipe
layanan/sistem sanitasi. Misalnya sebagai berikut:

Layanan pengelolaan airlimbah yang didesentralisasi dan dikelola oleh masyarakat (misalnya IPAL komunal,
Sistem Pengolahan Air Limbah Cair Tepat Guna/DEWATY),

MCK dan MCK Plus (dengan DEWATS atau biogas) yang dikelola oleh Pemerintah Kota, RT/RW, LSM,
pengusaha lokal dan kelompok masyarakat pengguna,
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Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Community Led Total Sanitation/CLTS) dan penyediaan sarana sanitasi
berisiko bagi masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran kota yang sering tidak diakui, dan hunian
sementara,

Proyek drainase yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat dan peningkatan lingkungan,

Usaha kecilformal dan non-formal yang menjual bahan bangunan dan perlengkapan sanitasi, menyediakan
jasa konstruksi dan pemasangan pipa, serta jasa pengosongan cubluk dan penyedotan tangki septik.

Jasa simpan-pinjam lokal dan program kredit mikro dari bank, program untuk perempuan, LSM, dan
perusahaan penyedia kredit bagi rumah tangga, kelompok dan masyarakat umum.

Berbagai tipe layanan non-formal dari sektor swasta dan LSM/Organisasi Masyarakat untuk pengumpulan,
pemilahan dan pendaurulangan berbagai jenis sampah, dari tingkat rumah tangga sampai ke tingkat
kota.

Program lain yang juga perlu dianalisis oleh kota, atau diputuskan untuk dianalisis adalah, (1) sanitasi dan
pendidikan higiene di sekolah, dan (2) kegiatan promosi higiene lokal, metode dan bahan-bahannya.

Di sekolah, Tim mempelajari hal-hal sebagai berikut: (1) infrastruktur sanitasi dan air bersih yang ada dan
fungsinya, pemeliharaannya, serta biaya pemeliharaan dan pemanfaatannya (misalnya jumlah siswa per toilet,
yang terpisah untuk anak perempuan dan anak laki-laki); (2) penyediaan sarana untuk cuci tangan dan sabun
yang selalu ada; (3) pemilahan, pembuangan dan pendaurulangan sampah (termasuk penjualan oleh sekolah
atau kelompok kesehatan pelajar ke sektor non-formal, sebagai bagian dari kegiatan belajar usaha); dan (4)
ketersediaan dan metode pendidikan kesehatan/higiene di sekolah.

Untuk promosi higiene, perhatian harus diberikan pada ukuran, lokasi dan kelompok sasaran program, serta
metode dan alat. Sebagai contoh, (1) apakah hanya perempuan yang dilibatkan dalam promosi higiene tetapi
laki-laki tidak dilibatkan, walaupun laki-laki membiayai investasi lebih besar dan mungkin tertarik pada program
campuran atau terpisah; (2) apakah promosi hanya dilakukan di Puskesmas, di mana kepentingan utama
pasien adalah mendapat perawatan; (3) apakah metode pengajaran yang dipakai, atau metode dan bahan
yang bersifat lebih partisipatif; (4) apa bentuk peluang anggaran dan pelatihan; dan (5) siapa yang menyusun
dan mendokumentasikan data dasar pengajaran, memantau kemajuan dan hasil, serta memberikan umpan
balik untuk perencanaan.

Pertanyaan penting yang perlu dipikirkan untuk semua subyek ini adalah:
+Apayang sudah ada di kota?

Siapa melakukan apa, bagaimana caranya dan apa pengaruhnya (untuk laki-laki, perempuan, anak laki-laki,
anak perempuan, masyarakat kaya dan miskin)?

Bagaimana cara mengatur pembiayaan, siapa saja yang menanggung biaya dan merasakan manfaatnya?

Pendekatan apa yang bisa direplikasi/diperluas seperti apa adanya, dan apa yang perlu ditingkatkan dan
dikembangkan lebih lanjut?

Kesenjanganapa yang ada dan harus diatasi dalam pelibatan aspek sosial kelompok masyarakat. Khususnya
menyangkut masyarakat miskin dan kelompok etnis minoritas, dalam hal perencanaan, pengelolaan dan
pengoperasian layanan berbasis masyarakat?

Kemungkinan sumber informasinya adalah: (1) data sekunder seperti statistik dan laporan mengenai layanan,
proyek dan program yang ada; (2) wawancara semi struktural yang menggunakan daftar pertanyaan umum
dan kolom untuk jawaban, dengan para pengelola proyek/program/layanan dan stafnya; (3) kunjungan
lapangan ke proyek dan daerah layanan, serta membahas bersama rumah tangga dan kepala keluarga,
perempuan dan laki-laki; dan (4) pertemuan kecil dengan kelompok campuran laki-laki dan perempuan lokal,
atau kelompok terpisah yang terlibat dalam pemeliharaan, pengelolaan dan pembiayaan sarana, yang juga
mendapatkan manfaat sebagai pengguna sarana.

Materi yang dijadikan acuan adalah, (1) laporan penilaian dan pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi)

dari 6 kota ISSDP tahap [; (2) lembar fakta mengenai jender dan kemiskinan; dan (3) sejumlah alat untuk
penilaian/analisis dan pelatihan.
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2.2 Studi Environmental and Health Risk Assessment (EHRA)

Studi mengenai Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (EHRA) adalah sumber informasi khusus untuk
pengembangan Strategi Sanitasi Kota dan perencanaan program. Studi ini dilakukan terhadap sampel yang
mewakili rumah tangga di tingkat kota, dengan cara wawancara dan observasi langsung.

Seperti halnya pemetaan pemberdayaan masyarakat, untuk memperoleh informasi yang benar, Tim studi
penting melakukan wawancara dengan perempuan dan laki-laki. Agar tidak terjadi saling-pengaruh, caranya
lebih baik dilakukan terpisah. Perempuan umumnya lebih baik ditanya mengenai praktik-praktik higiene di
rumah, seperti apa penanganan ‘tinja’ bayi atau balita, apakah dibuang di halaman, di jamban atau saluran
air, dan mengenai penyakit anak. Laki-laki lebih tahu masalah yang berhubungan dengan ‘laki-laki’ seperti
tipe teknologi jamban yang mereka punya, dan kapan tangki septik terakhir kali disedot. Penting juga
untuk mengumpulkan data terpisah dan melaporkan terpisah pula tentang kebiasaan sanitasi laki-laki dan
perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan yang menginjak dewasa. Ini akan membantu mengetahui
perbedaan kebiasan sanitasi meraka, dan penting diperhatikan dalam penyusunan program.

Studi EHRA bisa dilakukan oleh konsultan ahli. Namun di beberapa
kota, kader lokal dari Puskemas, PKK atau lainnya dapat dilibatkan
untuk pengumpulan data. Artinya akan ada penghematan
waktu, karena kader umumnya bersedia kerja malam hari saat
masyarakat sasaran berada di rumah. Keuntungan lainnya, mereka
bisa memanfaatkan hubungan yang ada dan mendapatkan
pengalaman langsung dari tangan pertama, mengenai
pengalaman dan masalah dari wilayah yang berbeda dalam satu
kota. Hal ini sangat diperlukan untuk perencanaan strategi sanitasi
dan pelaksanaan program.

Bersama data sekunder yang ada, temuan data primer dari studi
EHRA memudahkan identifikasi di lokasi mana di kota yang berisiko
tertinggi, tinggi, sedang dan kecil, terkait sanitasi dan higiene. Ini
menghasilkan peta sanitasi kota di mana warna hitam menandakan
daerah berisiko tertinggi (tidak ada di sini), warna merah untuk risiko
tinggi, warna kuning untuk risiko sedang, dan hijau untuk risiko
kecil/rendah.

Selanjutnya, Pokja melaporkan hasil temuan kepada Camat dan
Lurah, serta tokoh masyarakat lain, termasuk ketua PKK yang mewakili
perempuan. Dalam pertemuan, mereka mungkin akan bertanya,
juga mempelajari apa artinya hasil analisis, untuk digunakan sebagai
bahan perencanaan bottom-up melalui Musrenbang. Langkah selanjutnya adalah: (1) seleksi perbaikan lingkungan
yang paling diperlukan dan layak, dan (2) analisis partisipatif terkait kebutuhan perempuan dan laki-laki lokal dalam
perbaikan lingkungan, serta kemauan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi. Lingkungan yang secara
keseluruhan mendapatkan nilai tertinggi akan terpilih untuk mendapat kegiatan antara, dan untuk jelasnya dapat
dilihat pada Bab 5 — Monitoring dan Evaluasi.

2.3 Mencantumkan temuan dan kesimpulan dalam Buku Putih Sanitasi

Tim yang telah melaksanan penilaian dan analisis cepat terkait PMJK, menggunakan informasinya untuk
menyusun Buku Putih — Laporan Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota. Mereka menjelaskan kekuatan,
kelemahan dan hasil kegiatan yang ada, dan memakainya sebagai pelajaran untuk mengembangkan strategi
sanitasi kota dan program pelaksanaan. Bagian dalam Buku Putih mengenai pemberdayaan masyarakat
dengan pelibatan jender dan kemiskinan, akan membahas sebagai berikut:

Dasar pemikiran untuk: (1) hasil kaji ulang proyek dan layanan sanitasi berbasis masyarakat, dan (2) tingkat
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pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan jender dan kemiskinan, yakni apa yang telah diberikan pada
kota dan masyarakatnya,
Penjelasan mengenai pendekatan dalam berbagai bentuk sistem sanitasi (setempat, terpusat, dengan
populasi sementara dan lain-lain), disertai contoh praktik terbaik dan kegagalan, terkait keberlanjutan dan
keadilan,

. Sumberdaya manusia dan keuangan, serta potensi untuk direplikasi atau perluasan layanan,

. Implikasi utama dan pelajaran yang dapat ditarik untuk sanitasi skala kota.
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3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota
(Tahap C)

3.1 Integrasi PMJK dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK)
Gambar 3A dan 3B berikut menjelaskan langkah-langkah untuk memasukkan PMJK ke dalam proses
penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Langkah-langkah terpenting adalah, (1) mencerminkan aspek PMJK

dalam visi, misi, dan tujuan sanitasi kota, dan (2) menunjukkan bahwa ketiga aspek ini cocok untuk sub-
subsektor sanitasi dan layanan di dalam zona-zona yang berbeda dari suatu kota.

Gambar 3A. KORELASI ANTARA
PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) dengan PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, JENDER dan KEMISKINAN (1)

TAHAP - C Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan

Kaji: Buku Putih & rujukan lainnya Kaji ulang Buku Putih terkait PMJK
Formulasi Visi & Misi Sanitasi Kota Integrasikan prinsip PMJK

(ca03)

Pertemuan Konsultasi dengan
Pokja — Tim Pengarah

Disetujui Tim =
Tidak
A

Tetapkan: Tui &S 3 Penetapan tujuan & sasaran terkait aspek PMJK
etapkan: Tujuan asaran untuk masyarakat dan rumah tangga — di tingkat kota

Pertemuan Konsultasi digunakan pada sistem setempat/terpusat
dengan Kelurahan

@ Tetapkan: Identifikasi dan tentukan:
Sistem & Zona Sanitasi Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat yang akan
Tetapkan .

Tingkat Layanan Sanitasi

I Masukkan informasi dan pelajaran
dentifikasi: yang diperoleh tentang PMJK yang diperoleh dari Buku

Isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan Putih Sanitasi Kota

Perumusan:
Sektor Sanitasi Kota

Ca10)

Pertemuan Konsultasi dengan
Pokja - Tim Pengarah
Disetujui Tim -
pengarah?

(ca1D
Audiensi:
= Tim Anggaran Pemerintah Daerah &
DPRD Kota
= Pokja Sanitasi Provinsi & TTP
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Gambar 3B. KORELASI ANTARA
PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) dengan PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, JENDER dan KEMISKINAN (2)

TAHAP - C Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan

Perumusan Strategi dan Pengembangan Strategi Sub-Sektor
serta Aspek Pendukung Layanan Sanitasi

e
Pelibatan Sektor Swasta / Partisipasi Masyarakat,
Bisnis Jender & Kemiskinan

Integrasi PMJK
ke dalam Kerangka Kerja Strategi Sanitasi Kota

Penyiapan Program & Kegiatan

(long list) - Identifikasi peluang proyek “Fast Track”

termasuk skenario)

Pertemuan konsultasi dengan
Pokja — Tim Pengarah

Disetujui Tim
Pengarah?

Penyiapan Dokumen:
Draf Strategi Sanitasi Kota
Konsultasi Publik

Dibutuhkan
perbaikan?

Audiensi & lobi:
= Tim Anggaran Pemerintah Daerah & DPRD
= Pokja Sanitasi Provinsi & TTPS

Lokakarya:
TAPD & Panitia Anggaran DPRD
untuk penyelesaian Strategi Sanitasi Kota

(indikasi sumber pendanaan - bila perlu di area prioritas (area berisiko)
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Berdasarkan temuan dalam Tahap B, Pokja sanitasi menyusun draf visi, misi dan Strategi Sanitasi Kota.
Selanjutnya, draf diserahkan kepada Walikota dan DPRD untuk disetujui secara formal. Pemberdayaan
masyarakat dengan pelibatan jender dan kemiskinan akan meningkatkan partisipasi, suara, dan kondisi
ekonomi masyarakat miskin, serta menjadi bagian penting dari dokumen SSK. Dengan cara ini, aspek-aspek
tersebut akan ditunjukkan dalam SSK sesuai kondisi dan keputusan lokal yang ada.

3.2 Opsi mengintegrasikan PMJK ke dalam layanan dan subsektor yang berbeda

Perbedaan kondisi fisik dan sosial ekonomi, termasuk
kepadatan penduduk, akan memengaruhi pilihan
masyarakat terhadap sistem dan layanan sanitasi yang
cocok untuk mereka.

Perencanaan perkotaan mengidentifikasi berbagai
macam tipe pengembangan untuk tiap daerah secara
spesifik. Peta akan menunjukkan zona-zona yang
berbeda berdasarkan kepadatan penduduk, serta
daerah khusus untuk pembangunan kota (dalam
lingkaran). Berdasarkan peta ini dan kelayakan fisik
serta ekonomi yang berbeda, tiap bagian kota akan
punya peluang untuk memilih beberapa pilihan
sistem/layanan berbeda, seperti: (1) sistem sanitasi
setempat seperti jamban keluarga, jamban siram,
jamban kering dengan pengomposan, dan tangki
septik; (2) sistem sanitasi setempat komunal (MCK,
MCK+); (3) sistem terpusat yang dikelola masyarakat,
seperti IPAL komunal dan DEWATS yang (a) permanen atau (b) yang direncanakan untuk tersambung ke
saluran limbah kota; dan (4) sambungan ke jaringan saluran limbah pusat kota dan rencana perluasannya.
Dengan cara yang sama, zona-zona lain juga punya peluang memberikan pilihan layanan drainase lingkungan
dan pengelolaan sampah.

Jadi, SSK berisi gabungan atau kombinasi beragam pilihan layanan yang dikelola masyarakat. Bahkan masih
ada ruang untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sambungan jaringan (sewerage system) air
limbah kota.

BOX 3:

Sebagai contoh adalah penyesuaian pengaturan pembiayaan dan pembayaran sambungan air limbah
di Surakarta. Di sana, lingkungan masyarakat miskin mendapatkan pinjaman dalam bentuk lump sum
untuk membiayai sambungan dan periode pelunasan yang luwes. Misalnya, tiap rumah tangga dapat
membayar harian atau mingguan ke ‘bendahara’ lokal yang akan menyetorkan angsuran dari seluruh RT
ke PDAM setiap bulan. Penyesuaian ini cocok untuk masyarakat miskin yang tidak punya penghasilan
tetap tiap bulan dan tidak bisa membayar melalui bank.
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Tabel 1 memberikan beragam layanan berbasis masyarakat, yang bisa ditemukan dalam SSK. Pada kolom
kedua ditunjukkan bagaimana kesetaraan jender dan pelibatan masyarakat miskin dapat dicapai. SSK juga
bisa memasukkan sub-strategi untuk promosi higiene yang baik dan perbaikan fasilitas sanitasi di sekolah,
seperti air bersih, air limbah, perilaku higiene, dan pendidikannya.

Tabel 1. Jenis layanan berbasis masyarakat

Sistem Sanitasi Setempat -+ Melatih RT/RW dalam analisis partisipatif terkait sistem sanitasi setempat
dan situasi BAB Sembarangan (termasuk jika tangki septik masih belum
memenuhi standar), dengan memakai Manual Mini-MPA (klasifikasi
kesejahteraan dan pemetaan sosial).

Membantu masyarakat merumuskan rencana tindak Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) dan melaksanakannya, dengan sumberdaya manusia
dan keuangan lokal, kapanpun bila memungkinkan. Tujuannya agar tidak
ada lagi BAB Sembarangan (termasuk pembuangan air limbah langsung
ke aliran air).

+ Menganalisis kondisi masyarakat di permukiman liar, guna merencanakan
peningkatan sanitasi berbiaya rendah untuk sementara, seperti‘sanitation
platform (Sanplat)’ dengan tirai penutup.

Sistem sambungan air + Memasarkan sambungan rumah air limbah, melalui saluran dan pesan
limbah terpusat khusus untuk masyarakat mampu dan miskin, laki-laki dan perempuan.

+ Membuat sambungan rumah dan pembayaran layanan lebih mudah bagi
masyarakat miskin, melalui kombinasi beberapa langkah. Misalnya tarif
sosial untuk blok pertama, pinjaman biaya sambungan dengan skema
pelunasan yang sesuai dengan kondisi masyarakat miskin, dan memberi
komisi pada ‘agen perempuan’lokal yang mengumpulkan angsuran dari
masyarakat miskin dalam berbagai jumlah dan waktu.

- Menawarkan perjanjian keuangan khusus untuk masyarakat miskin
di suatu lingkungan secara kolektif, dengan memberikan pekerjaan
konstruksi sederhana, agar mereka dapat melunasi pinjaman untuk
investasi sambungan dan pembayaran tarif, dan lain-lain.
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Layanan sambungan air «Jika sistem air limbah terpusat tidak bisa dilakukan atau tidak bisa
limbah sederhana yang menjangkau, maka tingkatkan sistem saluran air limbah sederhana yang
dikelola masyarakat, den- dikelola masyarakat dalam jangka waktu wajar. Prioritas diberikan ke
gan pengolahan air limbah masyarakat yang menghadapi risiko tinggi dan sedang.

secara biologis atau tangki = Mempromosikan keputusan yang dipertimbangkan secara masak,
septik komunal. berikut memberi kontribusi untuk investasi dan tarif guna menutup biaya

berulang. Cara pembayaran rata-rata/menetap mungkin memberatkan
bagi orang yang tinggal di tempat murah, kamar kontrakan dan usaha
kecil, tanpa memerhatikan volume air limbah yang mereka hasilkan.
Laki-laki mendorong partisipasi perempuan dan memfasilitasi pertemuan
perempuan dan laki-laki pada waktu dan tempat yang cocok bagi mereka
semua. Juga mengikutkan mereka dalam pelatihan dan organisasi.
Mendorong komite pengelola yang mewakili masyarakat, meningkatkan
kapasitas mereka dalam pengelolaan yang benar. Termasuk kapasitas
akuntansi bagi perempuan dan laki-laki yang menjadi ketua kelompok
terkait penyediaan layanan, pengelolaan keuangan dan penyusunan
rencana masa depan.

Berbagai tipe MCKdengan « Memberi pilihan ke lingkungan yang padat penduduk seperti, (a) terkait

fasilitas pengomposan, jumlah, ukuran dan penempatan MCK atau gabungan jamban dan kamar
tangki septik, pengolahan mandiuntuk2 - 3 keluarga; atau (b) model jamban dengan pengomposan
biologis atau biogas. yang tidak perlu penyedotan tinja, tangki septik dan pengolahan biologis;

dan (c) beberapa model pengelolaan dan pembiayaan.
Melibatkan laki-laki dan perempuan yang menjadi kepala keluarga dalam
proses pengambilan keputusan, dengan memakai metode dan alat-alat
partisipatif guna memfasilitasi pengambilan keputusan.

Drainase Lingkungan « Mendampingi masyarakat lokal, laki-laki dan perempuan, dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengelolaan sistem
drainase lingkungan secara bersama-sama. Termasuk pembagian kerja
berdasarkan jender dan klasifikasi kesejahteraan, dan lain-lain.
Melibatkan masyarakat miskinlaki-lakidan perempuandalam pengambilan
keputusan dan pengawasan.

Membantu meyakinkan masyarakat mampu dan miskin, remaja, laki-
laki dan perempuan dewasa, agar mau berkontribusi sewajarnya (lihat
tahapan metode PHAST sederhana hal. 27).

Pengelolaan Sampah « Memperkuat pengumpulan, pemisahan dan pendaurulangan berbasis
masyarakat, dengan pilihan model kelembagaan lokal yang melibatkan
laki-laki dan perempuan.

Mengurangi kemiskinan perkotaan melalui kemitraan skala kota antara
Pemerintah Kota, masyarakat, LSM dan sektor swasta formal dan non-
formal, dengan langkah pengumpulan, pemisahan dan pendaurulangan
limbah padat.

Memastikan kondisi kerja yang lebih aman dan lebih sehat untuk laki-laki,
perempuan dan anak yang bekerja di sektor limbah padat non-formal.

Promosi higiene Melatih kader perempuan dan laki-laki tentang metode dan alat-alat promosi
higiene yang partisipatif, guna menghasilkan rencana tindak masyarakat yang
peningkatannya terukur.
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3.3 Pengaturan kelembagaan dan keuangan untuk bantuan pengembangan layanan berbasis
masyarakat

Kota selain mengatur layanan sanitasi berbasis masyarakat, juga
memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk lingkungan
lokal. Tujuannya agar mereka bisa merencanakan, menciptakan,
menjalankan, serta mengelola layanan dan program sanitasi
sendiri. Pengaturan kelembagaan, keuangan, dan pelatihan untuk
bantuan seperti ini, merupakan bagian paling penting dari SSK.

Untuk membantu masyarakatnya, kota dapat memilih berbagai
model kelembagaan. Pemerintah Kota dapat mengontrak LSM
lokal dan/atau nasional atau konsultan, dan membayar biaya untuk
bantuan dan pembentukan layanan masyarakat. Pemerintah Kota
juga bisa membentuk tim sendiri dengan anggota wakil-wakil dari dinas di tingkat kota. Untuk jangka panjang,
Pemerintah Kota dapat mendorong ketertarikan staf agar bersedia terlibat. Juga agar mereka mau membantu
menciptakan program dan layanan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan bernilai tambah bagi
kota. Bila memungkinkan, Pemerintah Kota dapat memilih salah satu model atau menggabungkan kedua
model tersebut

(:q Biaya investasi untuk layanan sanitasi berbasis

» masyarakat biasanya dibiayai bersama oleh
Pemerintah Kota, masyarakat penerima manfaat
dan pengguna. Jika ada, pihak luar seperti
Pemerintah Pusat dan Provinsi, donor dan LSM, juga
ikut membiayai. Sejauh ini, kontribusi masyarakat
masih rendah, hanya sekitar 2% dari biaya investasi,
sementara kontribusi dari rumah tangga umumnya
merata untuk semua tingkatan. Karenanya, perlu
pula dipertimbangkan apakah SSK harus lebih
strategis. Dengan investasi besar dan populasi yang
terus tumbuh, pembayaran bernilai kecil mungkin
tidak akan dapat dipertahankan selamanya.

Untukmencapaitarget MDGs dan mempertahankan
sanitasi serta higiene bagi semua, SSK bisa
mencantumkan pilihan-pilihan sebagai berikut:
(1) campuran dana hibah dan pinjaman, serta
(2) kontribusi masyarakat dan rumah tangga
yang ditentukan berdasarkan kondisi kehidupan
mereka. Wajar kiranya bagi masyarakat miskin
membayar sesuai dengan volume air limbah yang
mereka hasilkan. Sebaliknya, masyarakat yang lebih mampu harus membayar lebih mahal, karena mereka
menghasilkan volume air limbah lebih banyak. Selama penyusunan SSK, kota dapat menentukan besaran
tarif sanitasi dengan menggunakan teknik partisipatif yang telah teruji, yaitu pemetaan sanitasi dan klasifikasi
kesejahteraan yang dapat dilihat pada Lampiran 2 Manual Mini-MPA.

Agar layanan dan proyek sanitasi yang terdesentralisasi berhasil, maka Pokja dan masyarakat (laki-laki dan
perempuan) perlu mendapatkan peningkatan kapasitas dan pelatihan. Mereka perlu diberikan pengetahuan
dan keterampilan menyangkut aspek teknis, sosial, keuangan, dan jenis-jenis layanan berbasis masyarakat.
Ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode partisipatif, serta pendekatan jender dan kemiskinan.
Strategi dan penguatan cadangan keuangan, serta pengembangan kapasitas, merupakan bagian penting
dalam SSK.

Pemerintah Kota menyusun kebutuhan utama sanitasi kota yang perbaikannya akan dimulai selama tahap
akhir penyusunan SSK. Rencana tindak lokal akan menjadi bagian penting dalam mengembangkan dan
menguji pendekatan inovatif, utamanya saat kota bergerak dari tahap perencanaan ke tahap penyusunan
program. Periode transisi ini menjadi bahasan dalam Bab 4 — Pemberdayaan Masyarakat dalam Rencana
Tindak Kota (Tahap D).
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4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi Kota
(Tahap D)

4.1 Menyukseskan ‘Fast Track’

Jika dalam satu kota ada beberapa daerah berisiko tinggi dan sanitasi masyarakatnya masuk prioritas tinggi
pula, maka pertanyaannya adalah di mana harus memulai proyek/program. Baik kota maupun masyarakat
ingin mendapatkan hasil bagus dengan cepat. Sepertiyang ditunjukkan pada Gambar 4, hal ini dapat dilakukan
dengan menggunakan Mini-MPA. Jika masyarakat yang akan menerima ‘Fast Track’ sudah ditentukan, maka

mereka kemudian didampingi untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan rencana tindaknya dengan
bantuan Metode PHAST Sederhana (lihat hal. 27).

Gambar 4. KORELASI ANTARA
PENYUSUNAN RENCANA TINDAK SANITASI dengan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, JENDER
dan KEMISKINAN

Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan

Kaji:

= Daftar Panjang dari program dan kegiatan

=  Hasil pertemuan konsultasi dengan Pokja Sanitasi Provinsi & TTPS
=  Hasil Monitoring & Evaluasi i pada TA

= Rencana Strategis SKPD

Periksa & tentukan:

Keterkaitan antar setiap program & kegiatan untuk 3 sub-
sektor & higiene

Susun (Ulang) & tentukan:

=  Program & kegiatan dalam kerangka waktu
pelaksanaan
=  Prioritas program & kegiatan

Identifikasi:
=  Sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan

(005

Siapkan: Draf Rencana Tindak Sanitasi

(0-08)

Pertemuan Konsultasi dengan
masing-masing Kepala SKPD

Persetujuan & Komitmen'
dar Kepala SKPD

(00

Lobi ke Walikota & DPRD

Persetujuan & Komitmen

dari Walikota & DPRD.

Finalisasi: Rencana Tindak Sanitasi

Manual Mini-MPA
P 5 H : (untuk menilai kebutuhan lokal, permintaan, kemauan
Slapkan' Preram yang dapat didanai berkontribusi, tingkat kesejahteraan, peta kondisi
(fundable programs)

sanitasi dan kapasitas organisasi)
D-09

Pendekatan ke pemilik dana
Manual PHAST Sederhana
D10 * (untuk membantu masyarakat — laki-laki dan
. . perempuan dalam menentukan dan menyetujui prioritas
| Penyiapan proposal program & kegiatan masalah, membuat Rencana Tindak Masyarakat dan
melaksanakannya)

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



26

4.2 Penilaian cepat mengenai kebutuhan dan kapasitas secara partisipatif di daerah berisiko tinggi

Methodology for Participatory Assessment (MPA) membantu masyarakat dan kota dalam memutuskan mana
masyarakat berisiko tinggi yang paling membutuhkan dan mempunyai kapasitas kuat. Ini dilakukan dengan
empat kegiatan partisipatif dan alat-alat bantu, yaitu:

1.

Alur sejarah masyarakat untuk mengetahui, (@) gambaran umum sejarah masyarakat seperti, kegiatan
pengembangan masyarakat di sektor sanitasi dan kesehatan lingkungan; (b) latar belakang perubahan,
masalah yang terjadi akibat perubahan, bagaimana cara mengatasinya; dan (c) hubungan sebab-akibat
antara berbagai kejadian dalam perjalanan pembangunan yang terjadi di wilayah mereka.

Pemetaan sosial masyarakat dan sanitasi untuk mengetahui, (a) klasifikasi kesejahteraan masyarakat ke
dalam tiga kategori sosial-ekonomi: kaya, menengah, dan miskin, berdasarkan kriteria masyarakat setempat
dan sesuai istilah di tempat tersebut; (b) membuat peta sanitasi lokal untuk menunjukkan perbedaan tipe
sanitasi (tidak ada, tidak sehat dan sehat) dalam tiga tingkat kesejahteraan; (c) mengetahui berapa jumlah
rumah tangga di setiap kategori/tingkatan kesejahteraan; (d) bagaimana akses keluarga kaya, miskin dan
menengah terhadap sarana tersebut.

Kemauan berkontribusi untuk mengetahui, (a) manfaat yang dirasakan dari peningkatan sanitasi dalam
kaitannya dengan biaya investasi; (b) kesediaan laki-laki dan perempuan serta lapisan-lapisan sosial lokal
untuk memberikan kontribusi dan kesiapan mereka; (c) analisis dilakukan melalui pemungutan suara secara
jujur dan adil —untuk membantu masyarakat termiskin, seperti membebaskan mereka dari kewajiban
membayar.

Siapa melakukan apa dan pembagian jenis pekerjaan berdasarkan jender untuk mengetahui, (a) peranan
perempuan pada tahap perencanaan pembangunan sarana sanitasi; (b) membangun kesadaran dan
pengertian tugas-tugas rumah tangga dan kemasyarakatan, yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki;
(c) mengidentifikasi beberapa perubahan tugas yang sangat diperlukan dan layak yang telah dialokasikan;
dan (d) menilai dan menganalisis pembagian kerja, jenis pekerjaan, dan pekerjaan yang dibayar ataupun
tidak -berkaitan dengan pelayanan sarana antara perempuan dan laki-laki serta antara kaya dan miskin.

Diagram Venn untuk mengetahui, (a) keberadaan, manfaat dan peranan berbagai lembaga yang ada di
kelurahan; (b) hubungan di antara lembaga-lembaga; dan (c) keterlibatan berbagai kelompok masyarakat
di dalam kegiatan kelembagaan tersebut (lihat hal. 91-97)

Hasil kegiatan partisipatif ini digunakan oleh kelompok masyarakat untuk menentukan penilaian sendiri,
dalam skala penilaian 0-4. Secara rinci, kegiatan di atas dapat dilihat pada Manual Mini-MPA.

20/03/200818:3¢
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4.3 Bantuan dalam penyusunan rencana tindak masyarakat dan pelaksanaannya: PHAST
Sederhana

Setelah masyarakat yang akan menerima ‘Fast Track’ sudah ditentukan, maka kemudian mereka didampingi
untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaaan rencana tindaknya, dengan bantuan Metode PHAST
Sederhana. Namun, masyarakat dan kader bisa juga menggunakan Metode PHAST Sederhana untuk
menyusun usulan bagi proses Musrenbang, dan menyusun rencana perbaikan yang akan mereka laksanakan
sendiri. Metode ini punya empat rangkaian kegiatan yang tidak memerlukan alat mahal. Bahkan, pemakainya
bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keempatnya adalah:

1. Peningkatan kesadaran dan mobilisasi kebutuhan individual rumah tangga, melalui:

« ‘Four Pile Sorting’ terkait (a) perilaku higienis & sanitasi yang baik dan buruk terhadap kesehatan; (b)
apa yang telah dan belum dilakukan; (c) apa tindakan prioritas untuk perbaikan menurut laki-laki dan
perempuan; dan (d) menyusun perencanaan penanganannya,

‘F-diagram! terkait (a) cara/jalur penularan penyakit diare dan kecacingan yang dapat membuat orang
sehat menjadi sakit; (b) di mana laki-laki, perempuan dan anak menghadapi risiko terbesar; dan (c) apa
yang bisa dilakukan oleh setiap kelompok,

‘Free Floating Diagram. Untuk mengenali akibat dan manfaat perbaikan sarana sanitasi dan praktik
higienis. Juga meningkatkan kebutuhan sarana, layanan dan praktik yang baik -menurut perempuan
dan laki-laki.

2. Sistem sanitasi lokal dan penyusunan rencana tindak masyarakat, melalui:
‘Pilihan sistem dan teknologi sanitasi’ Anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan, kaya dan
miskin) dan rumah tangga dapat, (@) memilih sistem sanitasi paling cocok bagi mereka, dengan cara
membandingkan gambar sederhana dari berbagai pilihan; dan (b) mendapatkan informasi mengenai
biaya investasi dan operasi, variasi biaya dan kebutuhan pengelolaan,
‘Pemilihan desain toilet/jamban. Setiap rumah tangga dapat memilih jenis-jenis toilet/jamban sesuai
keinginan suami dan istri, serta mereka sanggup membayarnya,
‘Mengakhiri BAB di tempat terbuka. Serangkaian langkah yang perlu dilakukan untuk memfasilitasi
masyarakat dalam menentukan kapan dan bagaimana caranya agar ‘bebas dari BAB sembarangan’

3. Menangani dua risiko kesehatan lingkungan utama lainnya yaitu:

+ 'Cuci tangan pada saat waktu kritis/penting bagi kesehatan.Kapan dan bagaimana cara cuci tangan
untuk mencegah/mengurangi risiko penyakit diare, cacing, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA),
inKuensa dan infeksi mata,

‘Save water chain-Mata rantai air yang aman! Dengan memakai air yang ‘aman’ untuk minum,
menggosok gigi dan lainnya, yang menyebabkan air mudah tertelan, serta bagaimana cara menjaga
keamanan air ‘dari sumber sampai ke mulut!

4. Pengaturan kelembagaan masyarakat untuk pelaksanaan dan pengelolaan:
‘Organisasi pengelolaan lokal! Bagaimana cara membentuk organisasi yang seimbang (dalam hal
jender dan klasifikasi kesejahteraan) dan organisasi mampu mengelola perbaikan sanitasi dan O&M
dari layanan sanitasi masyarakat,

«'Pembiayaan sanitasi dan higiene untuk masyarakat miskin. Bagaimana cara agar masyarakat miskin
mendapatkan akses lebih baik ke sanitasi dan higiene, tanpa membebani mereka dengan biaya,
‘Pemantauan dan akuntabilitas masyarakat untuk semua!Cara membuat alat pemantauan pengelolaan
yang spesifik jender dan kemiskinan, untuk membuktikan kemajuan dan dampak yang ada.

Pada awalnya, tim Pokja atau LSM diperlukan untuk membantu masyarakat menggunakan metode dan alat
PHAST Sederhana, murah, dan mudah direplikasi oleh kelompok masyarakat. Selanjutnya, bila kelompok
pertama sudah menguasai metode dan alat ini, maka mereka dapat melatih kelompok masyarakat diRT lain
untuk menggunakan metode dan alat yang sama.

4.4 Mengembangkan usulan proyek yang ‘Bankable’ untuk pelaksanaan SSK

Saat mengembangkan SSK, pelaksanaan program, dan rencana tindak, maka kota perlu mempertimbangkan
aspek kerja sama dengan kota lain yang menghadapi situasi, tujuan dan strategi serupa. Kerja sama bisa
sederhana seperti saling berbagi ide, pengalaman dan pelajaran. Bisa juga lebih dalam dan menghasilkan
proyek kerja sama yang ‘bankable’ Alasan kerja sama seperti ini adalah: (1) penyedia dana tidak bersedia
membiayai inisiatif kecil dari kelompok perorangan; (2) kota tidak selalu punya sumberdaya manusia dan
keuangan cukup untuk mendukung program berbasis masyarakat dalam skala besar; dan (3) kota bisa
menguji pendekatan lebih inovatif dan pendekatan berbasis masyarakat, guna mengatasi masalah sanitasi
tertentu dalam waktu relatif singkat.
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Berikut adalah contoh topik menyangkut kepentingan bersama dalam layanan sanitasi berbasis masyarakat,

yang mungkin muncul selama penyusunan Buku Putih dan SSK, yaitu:

Perluasan efektif dan berkelanjutan dari layanan saluran limbah terpusat, ke daerah dan masyarakat yang
belum terlayani di daerah yang sudah ada saluran limbah,

- Mengaplikasikan pendekatan CLTS (Community-led Total Sanitation) dikawasan urban untuk pembangunan
jamban, yang bisa mengurangi BAB sembarangan dan mengganti/mengubah jamban tidak sehat dengan
yang sehat,

Perluasan lebih cepat dan lebih berkelanjutan —secara keuangan, kelembagaan, lingkungan, teknis dan
sosial, untuk layanan saluran limbah terpusat yang dikelola oleh masyarakat,

Penguatan peran laki-laki dan perempuan pengusaha kecil dan pekerja sektor non-formal, yang
menyediakan layanan sanitasi dasar, air bersih, pengelolaan sampah dan higiene,

Program air bersih, sanitasi dan higiene di sekolah untuk meningkatkan kondisi sanitasi sekolah, air bersih,
higiene serta pendidikan kesehatan. Program ini secara efektif dapat menjangkau keluarga guru dan siswa,
yang dapat membantu realisasi pencapaian target sanitasi dan air bersih dalam MDGs.
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Pemantauan dan Evaluasi (Tahap E)

Pemantauan dan Evaluasi perbaikan sanitasi dan proses perbaikannya memungkinkan suatu kota bisa
mempertahankan kemajuan tetap pada jalurnya. Termasuk pembelajaran terhadap pekerjaan yang dinilai
tidak berhasil. Banyak indikator yang dapat dimonitor, sebagai bagian dari pelaksanaan strategi sanitasi dan
hubungannya dengan rencana tindak. Kombinasi empat indikator sederhana berikut ini memperlihatkan
bagaimana keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan jender dan kemiskinan. Melalui
peta sosial dan sanitasi, masyarakat dapat memantau sendiri indikator akses terhadap sanitasi bagi semua.
Sementara untuk 3 indikator lainnya, masyarakat dan kader menggunakan skala nilai MPA dengan skala dari
0 (tidak diinginkan) sampai 4 (situasi ideal). Skala ini menunjukkan sejauh mana masyarakat telah mencapai
kemajuan dalam hal pemberdayaan, kesetaraan jender, dan keterlibatan masyarakat miskin dalam layanan
sanitasi. Pantauan terhadap kinerja teknis layanan sanitasi dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi

sanitasi kota yang lebih luas.

Tabel 2

Empat Indikator Kunci untuk Proyek dan Layanan Sanitasi Berbasis Masyarakat

dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan

Perencanaan dan penentuan
proyek serta layanan

Akses ke program dan layanan
higienis

Organisasi Berbasis Masyarakat

Pertanggungjawaban untuk
manajemen

Laki-laki kaya menyusun agenda
lokal dan menentukan tipe
proyek (sanitasi atau lainnya) serta
manajemen pelayanan.

Keluarga MBR tidak punya atau
kurang punya akses ke layanan
dan/atau membayar lebih. Contoh
tarif yang dipukul rata, sedangkan
mereka menghasilkan air limbah
lebih sedikit.

Laki-laki/keluarga MBR juga tidak
punya akses ke promosi higiene.

Hanya laki-laki atau laki-laki dan
perempuan kaya yang akan
membentuk manajemen organisasi
lokal. Mereka secara personal
punya kepentingan menentukan
keputusan untuk mereka sendiri.

Manajemen lokal tidak
bertanggung jawab pada
pengelolaan layanan dan
keuangan. Seringkali hanya
mengurusi masyarakat tingkat atas
dan administrasi kota.

Perempuan dan laki-laki termasuk
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) dapat memengaruhi
pengambilan keputusan dalam
perencanaan lokal.

Semua rumah tangga punya
akses ke program/layanan dan
membayar dalam hubungan
yang menguntungkan. Laki-laki
dan perempuan berpartisipasi
dalam program promosi higiene
masyarakat.

Komposisi dan partisipasi dalam
pertemuan komite sanitasi akan
mewakili kepentingan semua
kelompok masyarakat.

Manajemen lokal bertanggung
jawab untuk pengelolaan layanan
dan keuangan kepada semua
pasangan rumah tangga pemakai
sarana.
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Lampiran |

Tabel-tabel untuk pelaksanaan tahap B

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



32

upfsiw 1eseieAsely <— yepuay uejiseybuadiag 1eyeieAsely ¢ YW -

J9pURf T Har -
jeyeieAsely ueekepiaquiad ¢ INd -

Aesny - MSY

Isbungepir: 4L -

1sbun4: 4

:uebueia1y

yisiag Ay

SaHd/2uRIbIH

‘N

aseurelq

ueyedwesiad

G |8 |6 [0 |d |6 |8 |6 [0 |d|c |8 |60 |d|c |8 |6 [C|d]|s |8 |6 [0 |d

yequiry iy

49N

4ar

Ad

ASH

41

lejnw unye|

NI EREENY

U] 3ees Ispuoy

[d/eues)elod

ueueAe/yakoid/weiboid ewepn

1035 gns

‘ON

IVIVHVASYIN SISYEH39 NYNVAVT/MIAOUd/WVHDOUd HV14va 'L 139VL

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



33

l[eD INWNS = 195

uebue| edwod Nnwng = 14§

depll = | A = A buepey-buepeyl = Jle IP3SIR) N[RRS =G
Jje ueelpasiad epesepl] = | uenduwlalad = Mel-e1 =1
:uebuelansy
ol
6
8
L
9
S
14
€
4
L
d | 1 |d|7|d|T| L | A | L|A 1 | nno LiX|{S|L|A|S|L|M d |1 |d|1
d | 1| nno
e|oYo
HEIOHS 1 ning | emsis unge uebuey Bupuay ab 1ds Wvad nn oMms! Ue[oyas ewenN 'ON
yninssd qes 1oND jedwsa] 2 'S
9101 uee|pasiad ..mmu_ Yejwny yejwnr | yejwnr
ueyyIsIaquiaW B4 ederg 19J10L yejwnr » Isiag Jly Jaquing
: NNHVYL
: V.LiOM
¢ NVLVIWVYDIN/NVHYYNTIN

(NVONVLIDND 1VdW3L NVA 137101) HYTOM3S ISVLINVS VNVHVS ISIANOX V-C 139VL

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



34

ol
6
8
L
9
S
14
€
[4
L
1 A sejay
Ip seruad rueMS:
Ipuew sodwoy| yeusad : ueynjnAuad
aualbl (i
yejoyas ueybuoso|Ip Jewey ueq 139|101 LieQ renqiq ueyyesidig | ueyndwnyig 1biy sepiL uedefejad Juenwayiad
aualbly ndas buel uexipipuad elew Jees ‘o) Uejox3s ewen ‘ON
1SIpUOY| uedey| /sejues / jees ‘ep
yisiaq Jie
10103 in euep ueyLI9QIP ISeNUeS uep
d 6
Jle uebueng yedwd| YECWES UBR|OSbUSd B183 epe yexedy 2ua1bIH Hbueiuay uenyelabuad yexedy
: NNHV1
: V10X
¢ NVLVIWVYDIN/NVHYYNTIN

(INFIDIH NVYNHVYL3ION3d NVA HYdWVYS NVVY1013DN3d) HYTOX3S ISVLINVYS ISIANOX "g- 139V1

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



35

10y defy epe buek ueyeln|ay yejwn( 1ensas uesyequielp yedep wojoy :ueieied)

0¢

6l

8l

L1

9l

Gl

vl

€l

[4)

Ll

o
—

o)}

— NN [T | N|O|IN|O

unbueqip
sewlues

unye|

eAuule|
ys|o
ejoIa

WS1/09D
ya|o
e|oRyld

Md Yyo10
ejo;Id

14 ysjo
eo1d

SEWwITues Y|

W qeramny

unbueqip

IPXO
unye|

eAuule|
ys|o
ejoIa

0odd
ya|o
e|oPIa

Md Yys10
ejoxia

14 ysjo
ejojyla

WY

N qerany

ebien|oy|
uequier
yejwnr

upsiw
ynpnpuad
yejunr

Md 14

yejwnr

ueyein|ay|

ON

LVMVHVASYIN Y3]0 (snyjey 1dn) Ipueiy) YD VNVHVYS NVV10TIDONId  "V-€ 139Vl

NNHVYL
V.1OX

¢ NVLVINVOIN/NVHYENTIN

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



36

AepiL =1 BA = A

e NN = 155
buepey-buepey| =

uebue| edwod iNnwng = 14§

JIB BIPISIDY N(RIIS = §

Jle ueelpasiad epe yepl| = | uendwaiad = ¢ pel-e1 =1
:uebuelaloy

ol

6

8

L

9

S

14

€

4

L

nda
3Angnd> w_mcmw. 1 A 1 A 1 A d| 1 |d| 1|1 | L | XS A d T | MY | 1Y
ueybuosoyip -
1ndag pjbue "0
. cw.mu . 1030 W unges uebue| tPUew M 19S 1dS Wvad N MOW N
A Jle uebueng yedwa) uerexewad uee|pasiad bno jewey |- /AsjioL 1efeLod 1sex07
efeiq epy selljise4 | yejwnf | yejwnfg . yisiag 1y Jaquing yejwnp ’

: NNHV1
: V.1OM
¢ NVLVWVYDIN/NVHYENTIN

MO VNVYVS ISIANOX "8-€ 139VL

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



37

uendwaiad = ¢ peT-pe] =1
:uebuela1oy
uejer ndeAuadeied | 9
Vd1!p yedwes ueyejiwad | G
Vd1 ) yedwes ueinybuebuad ¥
Sd1 o yedwes ueinybuebuay €
SdL!p Yyedwes ueyejiwad | ¢
yewnu ep yedwes uejndwnbuad L
d 1 d 1 d 1
(uejeweday eWSIM My I uelelbay siusf 'ON
e1Sems yeyld /ueyein|ay) eseq v_omc._o_mv_
HeIo EIoIMa [EIOS ToPI9S ysjo ejojsxid 1edeIRASE|A Y3lo Blol9YId
ys|o ejojz¥id ’
: NNHYL
: V10X
¢ NVLVIWVYDIN/NVHYYNTIN

(uejewedsyj/ueyein|ay] 1exy6ull) HYJWYS NVVIOT13IDNId V-¥ 139VL

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



38

uendwaiad = ¢ e-e =1
:uebuea1oy
uejer ndeAusad esed | 9
Vd11p yedwes ueyejiwsd | G
Vd1 ) yedwes ueinybuebuad ¥
SdLIp yedwes ueyejiwad | €
Sd1 9 yedwes ueinybuebuad C
yewnu ep yedwes uejndwnbuad L
d 1 d 1 d 1 d 1
. | ESmEMumv_ ewsI MY 1 uelel6ay siusf ‘ON
cMM mmov_mm;_.n_ MMM.MS‘_LWV_“ eseodwojay ©10)| Y3]0 e[o[YIA
HeloEIorEAd ! 310195 ys|o ejojx¥id 1edRIRASR Y30 BlOIRYId
ys|o ejojx¥id ’
: NNHVYL
: Y.1OM

(e30)1e)6UlL) HYJWYS NVVY10TIDNId "9-¥ 139VL

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



39

e10Y| Ip epe buek ueyeln|dy yejwnf iensas uesyequieiip yedep wojoy yejwnp

uendwsaiad = d

pe-pet =1
:uebuelansy|

o
—

N[N [T || O|N|O| O

—

epy

e
sl | PV

ueinjes seje
Ip ueunbueg

BISEMS
SISNEIN

d 1

(Mu/Ly) | UBUEIIA

1eyRIRASE N

e10Y|
yeiunawad

d|1]d|1

unny

unin
APL nnd

1edwey Jeoue

Md

14

edels yajo ejo|ay1a

aseulelq
ueyisiaquiad

U1 JeeS
aseurei( ISIpUoy|

yejwnr

NYHYYNT13IN

‘ON

(uejewedsayj/ueyeln|dy 1exbull) NYONNIONITISYNIVYA ISIANON °S 139VL

NNHVL
VLOX

¢ NVLVIWVOIN/NVHVYHNTIN

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



40

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



41

Lampiran ||

Manual Mini MPA untuk penilaian pemberdayaan
masyarakat, jender dan kemiskinan
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1 Latar belakang
1.1 Tinjauan Studi Sanitasi ISSDP

Program Pengembangan Sektor Sanitasi Indonesia (ISSDP) mendukung Pemerintah Indonesia, khususnya
menyangkut pengembangan sanitasi yang efektif dalam pembangunan. Juga dalam pengambilan keputusan
yang terkoordinasi, pelibatan reformasi kelembagaan, perencanaan strategis serta pembangunan yang
bertanggung jawab (WSP-EAP, 2007). Program tersebut berjalan dalam dua tingkat, yaitu (1) pada tingkat
nasional, mendukung terbentuknya lingkungan yang memungkinkan Pemerintah Pusat mampu mendukung
Pemerintah Provinsi dan Kota, dengan menyediakan kebijakan dan panduan strategis yang sesuai. Sementara
(2), di tingkat Pemerintah Daerah, program tersebut membangun kompetensi untuk merencanakan,
mengutamakan dan mengantarkan isu-isu sanitasi pada kota-kota seperti Surakarta, Denpasar, Banjarmasin,
Blitar, Jambi dan Payakumbuh untuk ISSDP Tahap |.

Pada ISSDP Tahap Il telah disiapkan tujuh (7) perangkat studi/kajian yang lebih terintegrasi untuk penyusunan
Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Hal ini diarahkan untuk menyiapkan dasar yang kuat untuk
membangun dan menerapkan SSK, Kampanye Peduli Sanitasi dan aturan-aturan untuk Peraturan Sanitasi
Nasional. Ke tujuh perangkat studi/kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Studi Sistem Sanitasi dan Kebutuhan Data,

2. Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (EHRA),

Penilaian Partisipasi Sektor swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam Pengelolaan Sanitasi Perkotaan
(SSA),

Penilaian media,

Penilaian Kelembagaan,

Penilaian Sistem Keuangan,

Penilaian Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK).

w

N oA

Buku Putih Sanitasi menunjukkan hasil ‘penilaian dan pemetaan situasi sanitasi’ untuk masing-masing
kota, berdasarkan data sekunder dan hasil studi/kajian. Peta tersebut meliputi profil sanitasi, area layanan,
informasi keuangan (anggaran), dan beberapa analisis isu. Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) tingkat
kota menyiapkan buku putih ini dan dimasukkan ke dalam format beragam, sesuai kebutuhan kota
bersangkutan.

1.2 Sanitasi Bersama Masyarakat

ISSDP merupakan program sanitasi yang bersifat komprehensif. Advokasinya dilakukan agar program sanitasi
diatur melalui kebijakan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Tujuannya, agar semua sektor meliputi
pemerintah, swasta, dan masyarakat, punya tanggung jawab dalam penyelesaian masalah sanitasi. Program
ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi penduduk -khususnya
penduduk miskin. ISSDP Tahap | telah dilaksanakan sejak pertengahan 2006 di 6 kota, yaitu Kota Banjarmasin,
Blitar, Denpasar, Jambi, Payakumbuh dan Surakarta. Pada ISSDP Tahap Il yang dimulai pada pertengahan 2008,
selain tetap mendampingi pelaksanaan program di 6 kota dari Tahap |, juga direplikasikan kegiatan serupa di 3
provinsi yaitu, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Barat. Termasuk 6 kota lainnya yaitu, Pekalongan, Tegal,
Batu, Kediri, Padang dan Bukittinggi.

Masyarakat jelas punya posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini, Pemerintah belum
memberikan perhatian proporsional terhadap partisipasi mereka. Karena itu, perlu disusun studi penilaian
partisipasi masyarakat dan peran jender dalam pengelolaan sanitasi, baik dalam skala kota maupun skala
nasional. Kajian ini melibatkan masyarakat sebagai subyek secara langsung dan partisipatif, yang berguna
dalam menyusun strategi pembangunan sistem sanitasi. Untuk mendapatkan penilaian kredibel, dibutuhkan
data dan informasi yang valid dan kredibel pula. Untuk itu, perlu serangkaian survei dan observasi langsung
yang terencana dan komprehensif terhadap kondisi partisipasi masyarakat dan jender. Khususnya dalam
penanganan sistem sanitasi skala kota dan prospek pengembangannya di masa depan.

Masyarakat diharapkan mampu mengenali permasalahan terkait sanitasi rumah tinggal dan lingkungan
mereka, merencanakan kegiatan, melaksanakannya melalui kerja sama dengan berbagai pihak, serta
melakukan evaluasi dan pengembangan kegiatan program secara mandiri. Sementara itu, pelaksanaan
program sanitasi juga diharapkan dapat berlangsung secara partisipatif, tanpa harus menunggu ‘perintah’dari
Pemerintah. Agar masyarakat punya kemampuan seperti di atas, perlu dilakukan penilaian kondisi sanitasi
masyarakat dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengadopsi Methodology for Participatory
Assessment (MPA).  MPA merupakan metodologi pendorong keterlibatan partisipasi masyarakat, yang
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dikembangkan dari metodologi partisipatif yang sudah ada sebelumnya. Participatory Rural Assessment (PRA)
juga dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, termasuk di dalamnya
program air bersih dan sanitasi di tingkat komunitas. Seperti diketahui, MPA terbukti sangat bermanfaat untuk
pembangunan di berbagai sektor. Utamanya yang mengaitkan keberlanjutan pelayanan program dengan
kegiatan sensitif jender, berpihak pada kaum miskin, pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive
Approach), menyatakan pola asosiasi antara pelayanan yang baik agar bisa dimanfaatkan dan berkelanjutan,
hingga munculnya berbagai institusi dan pengambil kebijakan yang mendukung pendekatan ini.

Hasil Penilaian PMJK ini akan menjadi bahan dalam menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota
(SSK).

2 Tujuan

a.

Terkumpulnya informasi sanitasi secara kuantitatif-sistematis, dengan menggunakan alat-alat partisipatoris,
untuk menilai kesinambungan dan daya tanggap terhadap kebutuhan,

Teridentifikasinya pengalaman masyarakat dalam kegiatan/proyek perbaikan sanitasi, baik secara swadaya,
gotong royong maupun bantuan dari instansi lain,

Teridentifikasinya kebutuhan dan kesanggupan masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan sanitasi,

Teridentifikasinya peran perempuan pada tahap perencanaan pembangunan sarana sanitasi, dan beberapa
perubahan tugas antara perempuan dan laki-laki,

Teridentifikasinya keberadaan, manfaat, peranan dan hubungan berbagai lembaga yang ada di kelurahan.

3 Hasil Yang Diharapkan

a.

Peningkatan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Kota, baik laki-laki maupun perempuan,
mengenai kondisi dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan,

Munculnya kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan, disertai kemauan untuk berkontribusi dalam
pelaksanaan program sanitasi,

Teridentifikasinya daerah setingkat kelurahan, yang berpotensi untuk pelaksanaan program sanitasi berbasis
masyarakat secara berkelanjutan.

4 Metodologi

Setiap kegiatan penilaian PMJK butuh persiapan baik agar mendapatkan hasil optimal, dan memperkecil risiko
kegagalan, serta memudahkan pelaksanaan di lapangan.
Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan PMJK adalah sebagai berikut:

a.

b.

Mendayagunakan potensi lokal (kader di tingkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan individu yang memiliki
komitmen terhadap program sanitasi/kesehatan, sekaligus untuk kegiatan peningkatan kapasitas lokal).

Pelatihan - On the Job Training (OJT).

5 Metode Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada survei PMJK ini sebagai berikut:

Langkah 1: Diskusi Pokja Sanitasi Kota

Diskusi ini dilakukan antara City Facilitator (CF) dengan Pokja Sanitasi Kota, dan harus diikuti oleh seluruh
anggota Pokja, dengan agenda membicarakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gambaran umum pelaksanaan survei.

2. Penentuan Struktur dan Anggota Tim Inti Survei PMJK. Tim Inti Survei PMJK terdiri dari Supervisor dan
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Fasilitator, serta jika diperlukan bisa juga ditambah Pengolah Data. Supervisor merupakan anggota Pokja
Sanitasi Kota dari SKPD yang terkait PMJK, sementara Fasilitator bisa berasal dari Kader, SKD, dan lain-lain.
Pengolahan/Analisis Data dapat dilakukan bersama-sama oleh Supervisor dan Fasilitator.

3. Penentuan lokasi survei yang dipilih:

a. Kelurahan. Area Berisiko Tinggi dan Sedang yang ditetapkan dalam proses Penetapan Area Berisiko (4
kategori) tingkat kelurahan (melalui kesepakatan dengan SKPD),

b. RT/RW. Berdasarkan kriteria, yaitu (1) Populasi/jumlah penduduk paling padat; (2) Jumlah keluarga
miskin paling tinggi; (3) Jumlah keluarga yang tidak punya akses sanitasi paling tinggi; (4) Tercatat
mempunyai angka kasus penyakit (diare & DBD) paling tinggi.

4. Inventarisasi tenaga potensial untuk Fasilitator berdasarkan kriteria berikut ini:

a. Pengalaman bekerja dengan masyarakat,

b. Pernah mengikuti pelatihan kesehatan lingkungan,

c. Sudah pernah menjadi pelaksana EHRA,

d. Punya komitmen dan bersedia bekerja sesuai waktu yang diminta oleh masyarakat (sore, malam, atau
hari libur),

e. Diutamakan orang yang tinggal di wilayah dimaksud.

5. Pembiayaan kegiatan survei PMJK termasuk biaya pelatihan Tim Inti Survei PMJK. Untuk jelasnya dapat
dilihat Bab/Poin 6 tentang Pembiayaan.

Para anggota Pokja diharapkan menominasikan calon-calon fasilitator berdasarkan kriteria, untuk selanjutnya
diseleksi dalam Langkah 2, yakni Diskusi Tim Supervisor Survei PMJK.

Langkah 2: Diskusi Tim Supervisor Survei PMJK Pokja Sanitasi Kota

Diskusi ini dilakukan antara City Facilitator (CF) dengan Pokja Sanitasi Kota, dan harus diikuti oleh seluruh

anggota Pokja yang membahas tentang hal-hal berikut:

1. Penetapan jadwal pelaksanaan training dan survei.

2. Penetapan lokasi survei PMJK dan memilih salah satu lokasi, sebagai lokasi percontohan pada saat pelatinan
Tim Inti Survei PMJK.

3. Seleksi/rekrutmen fasilitator berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dari daftar nominasi yang
diajukan.

Langkah 3: Kunjungan ke lokasi survei dan diskusi dengan Kepala Kelurahan

Tim Inti Survei PMJK yang didampingi oleh CF akan mengunjungi kelurahan-kelurahan yang telah ditetapkan

menjadilokasi survei (hasil dari Langkah 2). Tim selanjutnya mengadakan pertemuan dengan Kepala Kelurahan

untuk mendiskusikan dan menyepakati tentang:

1. Menyampaikan informasi awal kepada Kepala Kelurahan tentang rencana survei dan metodologinya.

2. Menyepakati RT/RW terpilih yang akan dijadikan lokasi survei.

3. Menyepakati jam pelaksanaan survei, apakah akan dilaksanakan pagi, siang atau malam. Tanggal survei
telah ditetapkan dalam Langkah 1 di atas.

4. Pemberitahuan dan menyepakati sarana yang dibutuhkan saat pelaksanaan (tempat, penataan ruangan,
peralatan, dan lain-lain).

Langkah 4: Pelatihan Tim Inti Survei PMJK (Supervisor & Fasilitator) sekaligus pelaksanaan survei di
lokasi percontohan

Modul tiap-tiap alat bantu yang akan digunakan dan proses pelaksanaannya dapat dilihat dalam Panduan
Survei PMJK.

Langkah 5: Pelaksanaan survei di lapangan, sesuai jadwal yang disepakati

Inti metode pelaksanaan survei ini adalah metode partisipatif. Artinya, anggota masyarakat dilibatkan secara
aktif untuk menilai kondisi sanitasi di lingkungan mereka, dan difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan yang
merupakan perwakilan anggota masyarakat sendiri atau kader. Prinsip penilaian PMJK yang perlu diperhatikan
meliputi:

a. Pekaterhadap kebutuhan, jender, dan kemiskinan,

b. Pemberdayaan masyarakat,

c. Berkelanjutan,

d. Segitiga informasi (tim, teknik, nara sumber),
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e. Masyarakat sebagai pelaku utama, dan orang luar sebagai fasilitator,
f. Belajar dari kesalahan.

Alat bantu/tools yang digunakan dalam pelaksanaan PMJK mengadopsi teknik MPA yang telah dimodifikasi,
sesuai kebutuhan dan konteks wilayah. Dalam konteks program ISSDP ini, alat bantu yang akan digunakan
meliputi:

a. ‘Alur Sejarah dan Kemauan Berkontribusi’

b. 'Siapa Melakukan Apa dan Pembagian Jenis Pekerjaan Berdasarkan Jender,

c. ‘Klasifikasi Kesejahteraan, Pemetaan Sosial dan Matriks Sanitasi,

d. ‘Kesiapan Secara Kelembagaan Saat Ini (Diagram Venn dan Institutiogramme, lihat hal. 91-97).

Peserta Kegiatan Survei PMJK
Peserta kegiatan PMJK ini adalah warga masyarakat dari RT/RW yang dipilih dan disepakati oleh Pokja Sanitasi
Kota untuk tingkat kelurahan. Peserta yang diharapkan terlibat dalam kegiatan adalah:

a. Perwakilanwargamasyarakatdenganjumlah sekitar40-50 orang,dengan memerhatikan keseimbangan
jenis kelamin, usia, kelas ekonomi, agama dan suku,
b. Paham kondisi, punya kepedulian, punya waktu.

Lokasi kegiatan dilakukan di suatu tempat yang cukup luas yang dapat menampung sekitar 40-50 orang
dengan nyaman. Tempat kegiatan diharapkan netral dan semua warga masyarakat merasa nyaman
mengemukakan pendapat, tanpa ada kekhawatiran terintimidasi. Pertemuan dengan cara duduk di lantai/
tikar sangat dianjurkan untuk mengurangi kesan formal.

Alokasi waktu survei untuk masing-masing kota adalah tiga puluh (30) hari kerja efektif, meliputi persiapan,
pelaksanaan dan penulisan draf laporan. Pelaksanaan di lapangan bersama masyarakat untuk tiap kelurahan/
RW dilakukan selama 4,5 jam dalam satu hari.

Langkah 6: Diskusi dan Analisis Hasil Survei

Tim Inti Survei PMJK (Supervisor dan Fasilitator) didampingi oleh City Facilitator (CF), mengisi Lembar Kerja
serta Lembar Skor dan Kode. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis hasil survei yang disusun dalam
bentuk laporan sementara. Pada langkah selanjutnya, laporan tersebut harus divalidasi dengan masyarakat.

Langkah 7: Validasi Hasil Analisis dengan Masyarakat

Validasi ini penting dan harus dilakukan. Tujuannya untuk memastikan, (a) apakah data/informasi yang
diperoleh sudahlengkap atau masih perlu ditambahkan, dan (b) apakah hasil analisis sudah sesuai kesepakatan
masyarakat. Karena itu, masyarakat yang sudah mengikuti kegiatan di Langkah 5 diundang kembali untuk ikut
kegiatan ini.

Pada saat validasi, semua hasil analisis berupa Lembar Kerja serta Lembar Skor dan Kode, diperlihatkan kepada
masyarakat. Sebab yang harus disepakati adalah skor dan konversi yang diperoleh dari hasil analisis data. Perlu
diketahui, apakah skor dan konversi yang dipilih oleh Tim Survei sudah sesuai dan disetujui oleh masyarakat.

Langkah 8: Penyusunan Laporan Hasil Survei PMJK

Laporan yang disusun akan digabungkan ke dalam Buku Putih Sanitasi, dan dapat menjadi referensi untuk
kegiatan-kegiatan dan tindakan lanjutan. Ada dua laporan yang disusun:

Tingkat kelurahan untuk keperluan kelurahan bersangkutan,

Tingkat kota untuk keperluan Buku Putih Sanitasi.

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



47

Modul-Modul Penilaian Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK)

1 - Alur Sejarah - Sejarah terbentuknya pembangunan AS1,AS2 X (laki-laki; perem-
dan Kemauan yang bersangkutan, asal-usul mereka puan)
Berkontribusi yang merintis pembangunan,

perkembangan yang terjadi dan siapa
yang terlayani.

- Kemauan masyarakat untuk
berkontribusi dalam pembangunan.

2 - Siapa Melakukan Pembagian kerja/tugas di rumah tangga X (laki-laki; perem-
Apa dan dan kemasyarakatan. Beban kerja laki-laki PK1,PK2 puan)
Pembagian dan perempuan dalam rumah tangga, jenis
Jenis Pekerjaan pekerjaan yang dibayar atau tidak, serta
Berdasarkan apakah diperlukan keterampilan/tidak dan
Jender durasi/frekuensi.
3 - Kiasifikasi - Kategori tingkatan kesejahteraan KK1,KK2,KK3, K (laki-laki; perem-
Kesejahteraan, masyarakat, KK 4 puan)
Pemetaan Sosial - Keadaan sarana air bersih dan sanitasi PM 1, PM 2, PM
dan Matriks (siapa pengelola sarana, siapa pernah 3,PM 4
Sanitasi dan akan dapat latihan, sebaran warga

kaya-miskin-sedang) serta akses
masyarakat (kaya-sedang-miskin)
terhadap sarana tersebut.

4 - Kesiapan secara Keberadaan, manfaat, peranan dan DV1 X (laki-laki; perem-
Kelembagaan hubungan berbagai lembaga yang ada di puan)
Saat Ini (Diagram kelurahan.
Venn dan

Institutiogramme/
lihat hal. 91-97)

Keterangan
1. Kode: AS - Alur Sejarah;
PK - Pembagian Kerja;
KK - Klasifikasi Kesejahteraan;
PM - Pemetaan Sosial Masyarakat;
DV - Diagram Venn.

2. Tujuan tiap-tiap modul dapat dilihat pada lampiran.
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6 Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh Pokja Kota ISSDP dengan Perkiraan Anggaran Biaya sebagai berikut:

| TAHAP PERSIAPAN
Pertemuan Pokja (untuk Pertemuan/Orang/ XxYxZ Rp Rp
konsumsi) Paket
Penggandaan Panduan Survei = Buku X Rp Rp
utk Tim Inti Survei
Penggandaan material survei = Set gambar X Rp Rp
Penggandaan Formulir Survei = Set Formulir X Rp Rp
I TAHAP PELAKSANAAN
1. On the Job Training
Konsumsi Orang/hari/paket XxYxZ Rp Rp
Transportasi Tim Inti Orang/hari XxY Rp Rp
Survei
ATK Paket X Rp Rp
2. Pelaksanaan Survei
Konsumsi di lokasi Kelurahan/hari/paket XxYxZ Rp Rp
Honor Supervisor Orang/hari XxY Rp Rp
Honor Fasilitator Orang/hari XxY Rp Rp
Honor Koordinator Orang/hari XxY Rp Rp
Kelurahan
Honor Koordinator Kota Orang/hari XxY Rp Rp
ATK Kelurahan/Paket XxY Rp Rp
3. Analisis Data &
Pelaporan
Konsumsi Orang/hari/paket XxYxZ Rp Rp
Transportasi Tim Inti Orang/hari XxY Rp Rp
Survei
Transportasi Koordinator ~ Orang/hari XxY Rp Rp
Kelurahan
Transportasi Koordinator ~ Orang/hari XxY Rp Rp
Kota
ATK Paket X Rp Rp
Penggandaan Laporan Buku X Rp Rp
Total Rr

Catatan:
1. Biaya bervariasi, tergantung jumlah Supervisor, Fasilitator dan Harga Satuan yang berlaku untuk tiap-tiap kota.
2. Supervisor: Satu orang bertanggung jawab untuk 3-5 Kelurahan.

Fasilitator: Dua 2-3 orang untuk tiap Kelurahan.
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Pedoman dan Alat Bantu Untuk Supervisor dan Fasilitator
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Modul 1. Alur Sejarah dan Kemampuan Berkontribusi

Tujuan:

1. Mengenali dan memahami gambaran umum sejarah masyarakat yang
disusun secara kronologis, terutama dalam pengalaman dengan kegiatan
pengembangan masyarakat. Khususnya kesehatan lingkungan/sanitasi,

2. Mengkaji latar belakang perubahan-perubahan yang dilakukan dan
masalah-masalah yang terjadi akibat perubahan, serta bagaimana cara
mereka menghadapi permasalahan itu,

3. Mengkaji hubungan sebab-akibat antara berbagai kejadian dalam
pembangunan yang terjadi di kelurahan mereka,

4. Menggali informasi tentang kemauan masyarakat untuk berkontribusi dalam
pembangunan sarana.

Sasaran/Peserta
Masyarakat laki-laki dan perempuan, tua dan muda, serta miskin dan kaya.
A
™~
b b s

Media/Metode:
1. Curah pendapat,
2. Diskusi kelompok,
3. Diskusi pleno.

Lembar kerja (LK) :

LK-1 Matriks Pedoman Penilaian dalam Alur Sejarah,
Gambar Tugas I. Jenis-jenis kontribusi masyarakat,
Tabel 1. Alur Sejarah Masyarakat,

Tabel 2. Jenis-Jenis Kontribusi Masyarakat,

Lembar Kode dan Skor AS 1, AS 2.

Lk wN =

Bahan dan Alat Bantu Fasilitasi:
ol 1. Kertas lebar/plano,

Dy 2. Spidol warna warni,
~m'— 3. Selotip kertas,
Lol 4. Matriks tabel 1 dan tabel 2.

Waktu:
60 Menit
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1 Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan, terutama terkait 5
pemahaman masyarakat tentang sejarah pengembangan masyarakat
setempat.

a. Awali diskusi dengan masyarakat yang terkait dengan sejarah = 25
2 mereka, misalnya kapan masyarakat ini terbentuk atau kapan
terjadi wabah penyakit,

b. Memfasilitasi masyarakat untuk membuat kesepakatan tahun
awal sejarah yang akan didiskusikan, dan kapan kegiatan
pengembangan masyarakat dimulai,

C. Minta salah satu peserta untuk menuliskan hasil diskusi dalam
bentuk tabel atau matriks dua kolom. Kolom sebelah kiri berisi
tahun dan kolom sebelah kanan berisi peristiwa/kejadian penting,
danjuga dibahas bagaimana peran laki-laki dan perempuan,

d. Pada kegiatan pengembangan masyarakat (terutama terkait
sanitasi) diskusikan lebih lanjut hasil yang dirasakan masyarakat.

3 a. Gunakan Gambar Tugas I. Fasilitasi diskusi untuk melakukan 15
pocket voting tentang pengambilan keputusan dan kemauan
berkontribusi (bisa dilakukan secara paralel, dipisah antara
peserta laki-laki dan perempuan, lakukan secara bergantian),

b. Susun jenis kegiatan secara vertikal dan jenis kontribusi secara
horizontal. Kemudian lakukan pilihan suara, bedakan jenis
kontribusi antara laki-laki dan perempuan. Minta peserta
menghitung dan mencatat dalam bentuk matriks.

4 a. Ketika alur sejarah sudah selesai, diskusikan dalam proses 15
pembangunannya untuk memilih nilai/skor pada lembar
penilaian,
b. Fasilitator menyampaikan terimakasih dan menutup sesi.

Informasi yang diharapkan:
Sejarah terbentuknya pembangunan yang bersangkutan, asal-usul mereka yang merintis pembangunan,
perkembangan yang terjadi dan siapa yang terlayani,
Terjadinya wabah penyakit (muntaber, malaria, demam berdarah, dan lain lain),

. Sejarah organisasi kelurahan dan sistem pengorganisasian pada saat melaksanakan pembangunan,

. Kemauan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan sarana.
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LEMBAR KERJA - 1
PENILAIAN DALAM ALUR SEJARAH DAN KEMAUAN BERKONTRIBUSI

Lokasi Kegiatan
Nama Pencatat
Jumlah dan komposisi penduduk

WAKTU DIMULAI
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Tabel 1. Alur Sejarah Masyarakat

1. RT/RW:
2. Kelurahan:
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Tabel 2. Jenis-Jenis Kontribusi/Sumbangan Masyarakat

1. RT/RW
2. Kelurahan

1. Material lokal: batu kali,
batu bata, semen,
pasir, kayu, batako, dan lain-lain

2. Tenaga kerja/tukang

3. Konsumisi:
makanan dan minuman

4. Sumbangan/Bantuan
berupa uang tunai

5. luran warga/Urunan
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LEMBAR KODE DAN SKOR

a. Tingkat Keberhasilan Pembangunan - Kode AS 1

Pembangunan gagal total 0 0
Pembangunan Y2 berhasil tetapi tidak dapat dimanfaatkan 1 25
Pembangunan berhasil 3% dan hanya dapat dimanfaatkan %> masyarakat = 2 50
Pembangunan berhasil penuh tetapi kurang bisa dimanfaatkan 3 75
secara penuh

Pembangunan berhasil penuh dan memberikan manfaat penuh 4 100

b. Pengalaman Membangun Prasarana secara Gotong Royong dan Kemauan berkontribusi > Kode AS 2

Tidak ada pengalaman/belum pernah dilakukan 0 0
Pernah dilakukan, berbentuk hibah/bantuan dari luar 1 25
Pernah dilakukan, masyarakat berkontribusi berupa tenaga kerja/tukang = 2 50

dan material lokal

Pernah dilakukan, masyarakat berkontribusi berupa tenaga kerja, 3 75
material lokal dan uang tunai

Pernah dilakukan, masyarakat berkontribusi tenaga kerja, material 4 100
lokal dan uang tunai, serta panitia pembangunan dan pengelola yang
dibentuk saat itu masih ada sampai sekarang

WAKTU SELESAI
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Gambar Tugas |
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1. Material Lokal: batu bata, batu kali, pasir, semen, kayu, 2. Tenaga Kerja/tukang
batako, dan lain-lain.

3. Konsumsi berupa makanan dan minuman 4. Sumbangan/Bantuan berupa uang tunai
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5. luran warga/Urunan 6. Perempuan Kaya

7. Laki-Laki Kaya 8. Perempuan Miskin

9. Laki-Laki Miskin
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Modul 2. Siapa melakukan apa dan pembagian jenis pekerjaan berdasarkan jender

Tujuan:

1. Mengetahui peranan perempuan pada tahap perencanaan pembangunan
sarana sanitasi

2. Membangun kesadaran dan pengertian tugas-tugas rumah tangga dan
kemasyarakatan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki

3. Untuk mengidentifikasi beberapa perubahan tugas yang sangat diperlukan
dan layak untuk dialokasikan

4. Menilai dan menganalisis pembagian kerja, jenis pekerjaan dan pekerjaan
yang dibayar maupun tidak. (berkaitan dengan pelayanan sarana antara
perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin)

Sasaran/Peserta
Masyarakat laki-laki dan perempuan, tua dan muda, serta miskin dan kaya, PKK,
kader posyandu.
-
5
W o

Media/Metode:

1. Curah pendapat,

2. Penugasan dan diskusi kelompok,
3. Diskusi pleno.

Lembar kerja (LK) :

LK-2 Siapa melakukan apa dan pembagian jenis pekerjaan berdasarkan
jender

Gambar Tugas 2 = 24 gambar,

Gambar Tugas 3 = 12 gambar,

Tabel 3. Siapa melakukan apa,

Tabel 4. Pembagian jenis pekerjaan berdasarkan jender,

Lembar Kode dan Skor PK 1, PK 2.

Ok

Bahan dan Alat Bantu Fasilitasi:
L=~ 1. Kertas lebar/plano,
7~7§?_ 2. Spidol warna warni,
> : 3. Selotip kertas,
- 4. Matriks tabel 3 dan tabel 4.

Waktu:
80 Menit
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1 a. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini, dilakukan dengan
kelompok diskusi terfokus laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin.

b. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggota 5-8 5
orang.
2 a. Selanjutnya fasilitator menggunakan kalimat berikut ini, untuk memulai

kegiatan (gunakan Gambar Tugas Il) :
» Setiap kelompok akan diberi gambar seorang laki-laki, seorang
perempuan, dan pasangan laki-laki dan perempuan secara bersama-
sama, dan satu set gambar yang memperlihatkan pekerjaan/tugas
yang berbeda. Diskusikan dalam kelompok siapa biasanya yang
melakukan pekerjaan tersebut.
» Apabila Anda setuju, tempatkan gambar tersebut di bawah gambar 25
laki-laki, perempuan atau pasangan laki-laki dan perempuan
yang menjadi pilihan Anda. Untuk gambar pasangan laki-laki dan
perempuan, artinya keduanya melakukan pekerjaan tersebut.

b. Biarkan kelompok bekerja dengan gambar-gambar yang mereka miliki
dan mendiskusikan temuan-temuan mereka. Mereka bisa melepas dan
menempelkan kertas yang menggambarkan tugas laki-laki dan perempuan.
Anda sediakan mereka kertas kosong untuk kegiatan tersebut.

C. Apabila tugas telah selesai dilakukan, masing-masing kelompok
mempresentasikan pilihan mereka, jelaskan pilihan tersebut dan jawab
beberapa pertanyaan.

3 a. Selanjutnya, mintalah kelompok kembali berdiskusi dengan menggunakan
Gambar Tugas lll. Mintalah peserta menentukan tugas/pekerjaan yang
berhubungan dengan sarana sanitasi yang ada. Peserta menuliskan setiap
macam pekerjaan pada sebuah kartu.

b. Peserta dengan kemampuan baca-tulis rendah dapat membuat gambar
dari pekerjaan atau tugas yang berkaitan dengan konstruksi, pemeliharaan
dan manajemen sarana yang telah dibangun.

c. Kelompoktersebut kemudian diajak berdiskusidan memilih mana pekerjaan
yang membutuhkan keahlian/pelatihan seperti pengelolaan administrasi
keuangan, menarik iuran, dan memimpin rapat yang merupakan pekerjaan
berstatus tinggi. Sedangkan pekerjaan yang hanya butuh kemampuan
fisik, seperti membersihkan sarana dan memperbaiki kerusakan adalah
pekerjaan dengan status rendah.

d. Mintalah peserta mencentang/mencontreng pilihannya pada matriks.
Gunakan potongan kertas berwarna, batu, biji-bijian atau bahan lokal
lainnya. Kemudian peserta menandai pekerjaan yang dilakukan oleh
perempuan dan laki-laki, serta pekerjaan yang dibayar dan tidak dibayar.
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4 a. Selanjutnya fasilitator melanjutkan diskusi kelompok dengan pertanyaan:
+ Siapa melakukan pekerjaan apa,
Beban kerja antara laki-laki dan perempuan,
Bagaimana perbedaan beban kerja yang ada bisa memengaruhi alokasi
pekerjaan, untuk menanggulangi penularan penyakit diare,
Keuntungan dan kerugian penggantian tugas yang dilakukan oleh laki-
laki dan perempuan, 20
Hal potensial untuk perubahan tugas yang dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan.
b. Tugaskan pada kelompok untuk mengidentifikasi peran mana yang akan
mengubah atau memodifikasi hal-hal yang layak, untuk mengembangkan
sanitasi dan kesehatan pribadi. Rekam kesimpulan-kesimpulan tersebut
untuk dimanfaatkan pada kegiatan pemantauan/monitoring nantinya.
c. Fasilitasi diskusi kelompok tentang apa yang menjadi pembelajaran dari
kegiatan ini, serta apa yang mereka suka dan tidak suka dari kegiatan
tersebut.

5 Sebelum menutup sesi ini, Fasilitator menyampaikan rangkuman hasil diskusi 5
kelompok.

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH FASILITATOR

1. Padawaktu kegiatan ini dilakukan, laki-laki kadang-kadang protes bahwa tugas yang sering mereka lakukan
tidak tampak dalam gambar yang ada. Ini karena dalam hubungan pribadi dan masyarakat, kebanyakan
perempuan menjadi pelaku tugas yang ada hubungannya dengan kesehatan pribadi dan sanitasi. Jika
protes seperti ini terjadi, mintalah laki-laki untuk menggambar tugas yang mereka lakukan dan tambahkan
dalam kegiatan yang ada.

2. Kelompok mungkin memutuskan bahwa tiga (3) gambar laki-laki, perempuan dan pasangan tidaklah
cukup dan memilih untuk menambah gambar anak laki-laki atau anak perempuan. Ini baik saja, tetapi
fokus analisis yang dilakukan adalah pada jender dan bukan umur.

3. Kegiatan ini dilakukan untuk fasilitas yang sudah ada saat ini. Jika tidak ada, maka lakukan pada tingkat
rumah tangga yang menggunakan sarana air.
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LEMBAR KERJA - 2
SIAPA MELAKUKAN APA DAN PEMBAGIAN JENIS PEKERJAAN
BERDASARKAN JENDER

Lokasi Kegiatan
Nama Pencatat
Jumlah dan komposisi penduduk

WAKTU DIMULAI
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Tabel 3. Siapa Melakukan Apa

1, RT/RW:
Kelurahan:

Sedang Mandi

3 Mengambil air dan mencuci pakaian
di kran umum

2 Mencuci piring

4 Mengambil air dari pompa tangan

5 Mengambil air dari mata air
yang tidak dilindungi

Memasang kloset .

7 Memberi kaporit ke dalam sumur
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Memperbaiki talang air
dan penampungan air
hujan
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10

Memperbaiki pompa
tangan

11

Membuat dinding
sumur

12

Membersihkan jamban/
toilet

13

Membayar iuran/
urunan warga

14

Membangun jamban
keluarga

15

Membuat saluran
pembuangan
air limbah rumah tangga

16

Gotong royong
membangun sarana
sanitasi
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Memasang pipa paralon
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Membuat laporan
kegiatan kelompok

Menceboki anak
setelah buang air besar

20

Mencuci pakaian
di kran umum

21

Mengambil air di
sungai untuk
buang air besar

22

Menunggu anak yang
sedang buang air besar
dijamban

23

Mengawasi anak-anak
yang bermain di
dekat tinja

24

Membersinkan
kamar tidur
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Tabel 4. Pembagian jenis pekerjaan berdasarkan jender

—_

RT/RW:
2. Kelurahan:

Ky M Ky M Ky M Ky

1 Musyawarah
warga di
perkotaan

2 Gotong royong
membangun
saluran air

3 Membangun
sarana umum

4 Memasang pipa
paralon
5 Membayar iuran/

urunan warga

6 Membersihkan
jamban/toilet
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7 Membangun jamban
keluarga

8 Memasang
kloset

9 Musyawarah
warga di
perdesaan

10 Gotong royong
membangun
sarana sanitasi

M1 Memperbaiki
MCK umum

12 Memperbaiki
saluran drainase
lingkungan
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LEMBAR KODE DAN SKOR

PK 1 - Keseimbangan beban kerja antara perempuan, laki-laki, kaya dan miskin, selama masa pelaksanaan
pemeliharaan sarana

Perempuan (kaya dan miskin) hanya melakukan pekerjaan berstatus
rendah (tanpa keterampilan). Semua pekerjaan dengan status tinggi
(perlu keterampilan) dilakukan oleh laki-laki (kaya dan miskin).

Pekerjaan dengan keterampilan dikerjakan hanya oleh laki-laki ( kaya 1 25
dan miskin), sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan yang tidak
membutuhkan keterampilan.

Pekerjaan dengan keterampilan dilakukan oleh laki-laki (kaya dan 2 50
miskin) dan oleh perempuan yang berpendidikan, sedangkan
perempuan miskin melaksanakan pekerjaan tanpa keterampilan.

Laki-laki dan perempuan dari tingkat sosio-ekonomi tinggi dan rendah 3 75
melakukan pekerjaan dengan keterampilan.

Pekerjaan dengan keterampilan ataupun tanpa keterampilan dibagi 4 100
secara seimbang antara laki-laki dan perempuan dari semua tingkatan
sosio-ekonomi.

PK 2 - Keseimbangan pembayaran upah kerja (dalam bentuk uang dan in-kind/lainnya) Selama masa
pemeliharaan

Tak ada pekerjaan yang dibayar, atau jika ada, pekerjaan tersebut untuk 0
laki-laki kaya; perempuan miskin melakukan pekerjaan bersifat sukarela.

Pekerjaan yang dibayar hanya dilakukan oleh laki-laki (kaya dan miskin), 1 25
perempuan hanya melakukan pekerjaan yang sifatnya sukarela.

Pekerjaan dengan upah dilakukan oleh laki-laki (kaya dan miskin) 2 50
dan perempuan berpendidikan, sedangkan perempuan miskin tidak

melakukan atau hanya melakukan pekerjaan sukarela untuk sarana air

dan sanitasi.

Laki-laki dan perempuan dari kelompok sosial-ekonomi rendah dan 3 75
tinggi melakukan pekerjaan yang dibayar.

Pekerjaan dengan dan tanpa bayaran dibagi seimbang antara laki-laki 4 100
dan perempuan dari semua tingkatan ekonomi.

Analisis temuan dan diskusi
Kesetaraan dalam pembagian kerja dan remunerasi:
Berdasarkan jender:

Berdasarkan tingkat ekonomi:

WAKTU SELESAI
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Gambar Tugas |
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1. Sedang Mandi

13.

Membayar iuran/urunan warga

2. Mencuci piring

14. Membangun jamban keluarga

3. Mengambil air dan mencuci pakaian di kran umum

15. Membuat saluran pembuangan air limbah rumah

tangga
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4. Mengambil air dari pompa tangan 16. Gotong royong membangun sarana sanitasi

5. Mengambil air dari mata air yang tidak dilindungi 17.Memasang pipa paralon

6. Memasang kloset
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7. Memberi kaporit ke dalam sumur 19. Menceboki anak setelah buang air besar

8. Membuang sampah 20. Mencuci pakaian di kran umum

9. Memperbaiki talang air dan penampungan air 21.Mengambil air di sungai untuk buang air besar
hujan
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10. Memperbaiki pompa tangan

22. Menunggu anak yang sedang buang air besar di
iamban

11. Membuat dinding sumur

23. Mengawasi anak-anak yang bermain di dekat
tinja

12. Membersihkan jamban/toilet

24. Membersihkan kamar tidur
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Bapak/Laki-Laki Ibu/Perempuan

Bapak dan Ibu

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



77

Gambar Tugas |l
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1. Musyawarah warga di perkotaan 7. Membangun jamban keluarga

2. Gotong royong membangun saluran air 8. Memasang kloset

3. Membangun sarana umum 9. Musyawarah warga di perdesaan
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4. Memasang pipa paralon 10. Gotong royong membangun sarana sanitasi
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Modul 3. Klasifikasi Kesejahteraan, Pemetaan Sosial dan Matriks Sanitasi

i

il ki

Tujuan:

1. Untuk mengklasifikasikan masyarakat ke dalam tiga kategori sosial-ekonomi
atau tingkatan kesejahteraan (kaya, menengah, miskin) berdasarkan kriteria
masyarakat setempat, dan sesuai dengan istilah di tempat tersebut.

2. Untuk mengetahui berapa jumlah rumah tangga di setiap kategori/
tingkatan kesejahteraan.

3. Mempelajari keadaan masyarakat menyangkut sarana sanitasi yang sudah
ada.

4. Mempelajari akses keluarga kaya, miskin dan menengah terhadap sarana
tersebut.

5. Mengetahui dari keluarga kelas sosial apa (kaya, menengah, atau miskin)
anggota badan pengelola, baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja
dalam bidang pelayanan air bersih, sanitasi, dan promosi hidup sehat/
bersih. Termasuk siapa yang pernah dan atau akan mendapatkan pelatihan.

Sasaran/Peserta
Masyarakat laki-laki dan perempuan, tua dan muda, serta miskin dan kaya.

Media/Metode:
1. Curah pendapat,
2. Diskusi kelompok,
3. Diskusi pleno.

Lembar kerja (LK) :

LK-3 Data Inventarisasi Masyarakat,

Lembar Matriks Penilaian dalam Pemetaan,

Lembar Kode dan Skor KK 1, KK 2, KK 3, KK 4,

Lembar Kode dan Skor PS 1, PS 2, PS 3,

Tabel 5. Klasifikasi Kesejahteraan Berdasarkan Persepsi Masyarakat.

VA wN =

Bahan dan Alat Bantu Fasilitasi:

1. Kertas plano/kertas gambar 6 lembar,
2. Spidol/pensil warna/krayon 3 set,

3. Paper clip atau biji-bijian (100 buah),
4. Lem.

Waktu:
80 Menit
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1 Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan. Terutama terkait
pemahaman masyarakat tentang keluarga yang dianggap beruntung/
mampu, keluarga tidak beruntung/tidak mampu dan keluarga di antara 5
keduanya (menengah).

2 a. Setelah peserta cukup jelas dan bila jumlah peserta terlalu banyak, bagi
peserta menjadi kelompok dengan memerhatikan aspek jenis kelamin,
usia dan budaya. Mintalah mereka melakukan diskusi kelompok tentang
kriteria/ciri-ciri setiap kategori, deskripsikan dalam bentuk gambar dan
tulisan (bekali masing-masing kelompok dengan kertas dan pensil warna).
Kelompok satu mendiskusikan kategori keluarga beruntung, kelompok dua
mendiskusikan keluarga tidak beruntung, dan kelompok tiga mendiskusikan
keluarga di antara keduanya/menengah. 15

b. Amati proses diskusi, baik dalam bentuk tulisan (usahakan minimal ada
tujuh (7) ciri di masing-masing kategori) dan gambar.

c. Setelah diskusi kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan
hasil diskusinya. Beri kesempatan kelompok lain untuk menanggapi (diskusi
pleno/display), sampai ada kesepakatan tentang kategori sosial ekonomi
tersebut.

3 a. Selanjutnya memfasilitasi proses diskusi untuk menghitung berapa jumlah

keluarga di masing-masing kategori dengan dua alternatif:

+ Beri mereka biji-bijian/paper clip sebanyak 100 buah, minta mereka
menggunakannya untuk memperkirakan persentase masing-masing
kategori, atau 10
Beri mereka biji/paper clip sebanyak jumlah keluarga di lokasi tersebut,
minta mereka membagi sesuai jumlah keluarga dari masing-masing
kategori.

4 a. Kemudian Fasilitator mengajak peserta untuk diskusi tentang sumber daya
dan permasalahan yang ada.

b. Selanjutnya ajaklah masyarakat, kelompok laki-laki dan perempuan secara
gabungan atau terpisah, tergantung hubungan jender, untuk membuat
peta. Mulai dengan membuat batas wilayah atau jalan kampung. Lanjutkan
dengan beberapa bangunan atau sarana umum yang digunakan seluruh
warga dan seterusnya. Peta menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

1) Jalan dan batas wilayah.

2) Sarana umum seperti sekolah, sarana ibadah, rumah makan, sungai,
drainase, MCK umum, sumber air umum, depo sampah, pos ronda.

3) Seluruh rumah masyarakat, bedakan dalam warna atau bentuk untuk
membedakan rumah mampu, menengah dan tidak mampu.

4) Tipe fasilitas jamban/toilet (tanpa tangki septik, cubluk atau pakai
tangki septik). Kalau pakai tangki septik tentukan tipenya berdasarkan 30
kriteria berikut:

- Baru (kurang dari 4 tahun),

- Lama (lebih dari 4 tahun) dan kosong,

- Lama (lebih dari 4 tahun) dan tidak pernah dikosongkan,
- Tidak diketahui jika pernah dikosongkan,

- Tidak mungkin dikosongkan.

5) Lokasi untuk buang air besar terbuka.

6) Perkiraan jumlah rumah tangga menggunakan setiap lokasi buang air
besar terbuka.

7) Lokasi tanpa drainase, dengan drainase tetapi kadang-kadang
terpampat, dan dengan drainase yang selalu terpampat.

8) Lokasi tanpa pengumpulan sampah bagi semua dan atau lokasi di
mana pengumpulan sampah tidak tetap.
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Setelah  peta  lengkap, fasilitator

memfasilitasi  proses  diskusi  untuk 5
membuat penilaian situasi di masyarakat

dalam sebuah matriks sanitasi masyarakat.

Caranya dengan menghitung jumlah

rumah dari keluarga mampu, keluarga

menengah dan keluarga tidak mampu,

dengan berbagai tipe permasalahan

sanitasi.

Dokumentasikan seluruh proses dan sebagai pelengkap minta masyarakat
mengisi data pada matriks di halaman 79-81. Akhiri sesi dan sampaikan 10
terima kasih.

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH FASILITATOR

5.

Pastikan kelompok diskusi terwakili oleh anggota laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin dan ada perwakilan
dari masing-masing RT/RW.

Sebelum kegiatan dimulai, fasilitator mengajak masyarakat berdiskusi mengenai latar belakang (nama
kelurahan) juga keadaan kelurahan secara umum.

Pada beberapa komunitas, masalah tingkat kesejahteraan menjadi hal peka. Pastikan istilah yang digunakan
adalah tingkat kesejahteraan berdasarkan kesepakatan masyarakat (misalnya: sugih, cukupan,....)

Media yang digunakan dapat menyediakan keleluasaan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemetaan
media yang cukup luas, sehingga gambar/simbol tidak berimpit-impitan, yaitu:

1) Tempat umum yang setiap orang mudah untuk hadir (kaya/miskin).

2) Terlindung dari gangguan cuaca (angin,hujan dan lain-lain).

Buat dulu simbol/legenda yang disepakati oleh masyarakat.

INFORMASI MINIMUM YANG DIHARAPKAN

Kesepakatan kriteria klasifikasi keluarga kaya, miskin,dan menengah.

Perkiraan distribusi keluarga/rumah tangga untuk setiap kategori yang muncul.

Memberikan informasi tersebut di atas untuk proses pemetaan sosial dan identifikasi peserta supaya
berpartisipasi dalam kelompok terfokus.

Jumlah, jenis, dan lokasi sarana sanitasi, baik umum maupun keluarga, berdasarkan yang dibangun sebelum,
selama, atau setelah intervensi proyek.

Pembatasan wilayah untuk pemakaian sarana, mengklarifikasi akses rumah tangga terhadap sumber, terutama
sumber umum.

Lokasi keluarga kaya, miskin, dan menengah, berdasarkan kriteria yang disetujui, dan kaitannya dengan
pengaksesan dan keteraturan penggunaan sarana.

Rumah tangga yang tidak punya akses tehadap berbagai jenis sarana sanitasi.

Rumah-rumah anggota masyarakat, yang berperan dalam penyediaan dan pemeliharaan pelayanan sanitasi
menurut jender, periode keterlibatan (dulu atau sekarang), tingkat sosial-ekonomi, dan fungsi atau jenis tugas
kerja, termasuk yang dibayar ataupun tidak.

Rumah-rumah anggota masyarakat yang menerima pelatihan atau konstruksi atau pemeliharaan pelayanan
menurut jender, tingkatan sosial, periode keterlibatan, dan daerah sasarannya.

Data teknis lainnya seperti: ketersediaan lahan untuk bangunan sarana sanitasi, status lahan, kemiringan lahan,
muka air tanah, saluran drainase, material lokal, pengelolaan sampah.

Jenis dan lokasi sumber air bersih yang digunakan masyarakat.
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PENGGUNAAN UNTUK PROSES PERENCANAAN

1. Gunakan informasi dari peta, dan minta perempuan dan laki-laki agar berdiskusi dalam kelompok terpisah,
tentang pengembangan sarana sanitasi yang mereka inginkan.

2. Diskusikan pula tentang kesetaraan akses terhadap sarana yang ada saat ini dan implikasinya terhadap
perencanaan proyek, termasuk masyarakat yang tidak memperoleh akses ke sarana.

3. Jika ada konsensus kelompok tentang pengembangan yang diinginkan, minta mereka memberikan ide
tersebut dalam sketsa peta berdasarkan peta yang ada.

4. Petasosial tersebut tetap harus disimpan di desa untuk diskusi yang akan datang.
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LEMBAR KERJA -3
KLASIFIKASI KESEJAHTERAAN, PEMETAAN SOSIAL MASYARAKAT
& MATRIKS SANITASI

Lokasi Kegiatan
Nama Pencatat
Jumlah dan komposisi penduduk

WAKTU DIMULAI

Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi



86

Tabel 5. Klasifikasi Kesejahteraan Berdasarkan Persepsi Masyarkat

RT\RW:
Kelurahan:

—

POLA MAKAN
KEPEMILIKAN ASET

KONDISI RUMAH
PEKERJAAAN
PENDIDIKAN
KONDISI KESEHATAN

KEPEMILIKAN SARANA SANITASI
AKSES TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

o N OO o ~AwN

MATRIKS PENILAIAN DALAM PEMETAAN SOSIAL (diambil dari Peta)

Tidak ada jamban keluarga

—_

Buang air di lokasi terbuka

Tidak pernah disedot tangki septik

NoowoN

Tangki septik yang tidak diketahui
proses penyedotannya

wi

Tangki septik yang tidak mungkin
disedot

Tanpa drainase

Drainase kadang-kadang macet

Drainase selalu macet

O 0 N O

Tanpa pengumpulan sampah

o

Pengumpulan sampah tidak teratur
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LEMBAR KODE DAN SKOR

. KLASIFIKASI KESEJAHTERAAN
a. KK 1 -Berdasarkan Usia

0-5 tahun

6-16 tahun

17-55 tahun

> 55 tahun

Jumlah KK

b. KK 2 -Tingkat Pendidikan

Tanpa pendidikan formal

Tingkat Sekolah Dasar
Tingkat SMP
Tingkat SMA

Perguruan Tinggi

Jumlah

c. KK 3- Matriks klasifikasi kesejahteraan

Pola makan

Kepemilikan aset

Komposisi Rumah Tangga®)

Kondisi rumah

Pekerjaan

Akses terhadap pelayanan publik

Pendidikan formal dan non-formal

Rasa aman sosial dan psikologis dalam
masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat

Suku dan kelompok agama

Kelas sosial

Lain-lain

*) termasuk bila kepala rumah tangga perempuan

d.  KK4- Komposisi masyarakat berdasarkan klasifikasi kesejahteraan

Jumlah rumah tangga kelompok mampu

Jumlah rumah tangga kelompok menengah

Jumlah rumah tangga kelompok tidak mampu
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Il.  PEMETAAN SOSIAL MASYARAKAT

a. PS1- Proporsi dan tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap akses jamban

Kurang dari ¥4 memiliki jamban dan sebagian besar masyarakat mampu 0 0
Antara % dan %2 memiliki jamban, sebagian besar menengah ke atas 1 25
Antara > dan % memiliki jamban, pada semua tingkatan masyarakat 2 50
Lebih dari 34 memiliki jamban pada semua tingkatan masyarakat 3 75
Semua rumah tangga memiliki jamban 4 100

b. PS2- Proporsijenis tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap akses drainase

Kurang dari ¥4 dan sebagian besar masyarakat mampu 0 0
Antara ¥ dan 2 sebagian besar menengah ke atas 1 25
Antara %> dan % pada semua tingkatan masyarakat 2 50
Lebih dari 3 pada semua tingkatan masyarakat 3 75
Semua rumah tangga 4 100

c. PS3- Proporsijenis tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap akses pengelolaan/pengumpulan sampah

Kurang dari %4 dan sebagian besar masyarakat mampu 0 0
Antara % dan Y2, sebagian besar menengah ke atas 1 25
Antara > dan %, pada semua tingkatan masyarakat 2 50
Lebih dari 3 pada semua tingkatan masyarakat 3 75
Semua rumah tangga 4 100

WAKTU SELESAI
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Contoh Gambar Peta Desa (RT/RW)
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Modul 4. Kesiapan Secara Kelembagaan Saat ini

Tujuan:

Memfasilitasi diskusi dengan masyarakat mengenai:
Keberadaan, manfaat dan peranan berbagai lembaga yang ada di kelurahan,
Hubungan di antara lembaga-lembaga,
Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat di dalam kegiatan kelembagaan

tersebut.
Sasaran/Peserta
Masyarakat laki-laki dan perempuan, tua dan muda, serta miskin dan kaya.
2
\‘?
il s

Media/Metode:

1. Curah pendapat,

2. Penugasan & diskusi kelompok,
3. Diskusi pleno.

Lembar kerja (LK) :

1. LK-4 Kesiapan Secara Kelembagaan Saat Ini

2. Tabel 6. Daftar Lembaga, Manfaat dan Hubungan Antar Lembaga
3. Lembar Kode dan Skor > DV 1

— Bahan dan Alat Bantu Fasilitasi:

j ﬁg@q 1. Kertas karton warna warni dalam berbagai ukuran,
=\— 2. Kertas plano,
\/ L‘J) = 3. Spidol/pensil warna warni,
N 4. Lem.
Waktu:

50 Menit
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1 Fasilitator menjelaskan maksud, tujuan dan proses kajian kelembagaan
yang ada di kelurahan.

2 a. Diskusikan jenis-jenis lembaga yang berhubungan dengan peserta diskusi
di kelurahan tempat kegiatan ini berlangsung, baik itu berada di dalam
maupun di luar desa (biasanya sampai tingkat kecamatan),

b. Mintalah masyarakat membuat daftar nama-nama lembaga tersebut di atas
kertas plano,

C. Memfasilitasi masyarakat untuk mendiskusikan kegiatan atau program
yang telah dikembangkan oleh masing-masing lembaga, juga mengenai
anggota dan pengurusnya, 35

d. Jelaskan cara membuat diagram. Dorong masyarakat agar memberikan
saran tentang cara membuat bagan lebih mudah. Sepakati mengenai:

- Simbol-simbol bentuk yang akan digunakan: bulat, segi empat,
segitiga, oval, kotak, dan lain-lain,
Pengertian dan kriteria suatu lembaga ‘penting’atau‘bermanfaat’ bagi
masyarakat tersebut,
Pengertian dan kriteria 'kedekatan/kejauhan interaksi’antara lembaga
dengan masyarakat,
Pengertian dan kriteria‘hubungan’antar lembaga yang ada dan antar
lembaga dengan masyarakat.

e. Fasilitator selanjutnya meminta kelompok peserta memilih besarnya
lingkaran sebagai simbol lembaga tertentu.  Besarnya lingkaran
menggambarkan seberapa pentinglembaga tersebut bagi mereka (semakin
penting, semakin besar lingkarannya, dan sebaliknya). Beri kesempatan
bagi kelompok untuk merundingkan dan menyepakati besarnya lingkaran
untuk setiap lembaga yang terdapat pada daftar. Didasarkan pada diskusi
mereka mengenai manfaat dan pentingnya lembaga-lembaga tersebut
dalam kehidupan mereka.

f. Setelah ukuran-ukuran lingkaran disepakati, gambarlah sebuah simbol
yang menggambarkan masyarakat tersebut pada bagian pusat di sebuah
kertas berukuran besar. Kemudian mintalah kelompok untuk menempatkan
lingkaran-lingkaran yang sudah dipilih (dan telah diberi nama lembaga-
lembaga) pada lembaran tersebut. Khususnya, di sekeliling simbol yang
menggambarkan masyarakat yang ada di pusat. Jelaskan bahwa jarak setiap
lingkaran (lembaga) dari simbol di pusat menggambarkan kedekatan/
jauhnya lembaga tersebut dengan masyarakat (ini dapat berarti sering
tidaknya interaksi dengan masyarakat).

g. Beri kesempatan pada kelompok untuk memindah-mindahkan lingkaran-
lingkaran tersebut pada bidang kertas tersebut, dan mendiskusikan alasan
mereka menempatkan lingkaran dekat atau jauh dari pusat. Sampai
akhirnya mereka menyepakati penempatan yang mereka lakukan. Jika
tercapai kesepakatan, lekatkan lingkaran-lingkaran tersebut dengan lem
agar menempel dengan baik.

h. Kemudian mintalah peserta untuk menggambarkan garis hubungan antar
lembaga dan antar lembaga dengan masyarakat:

+ Garis tebal > hubungan yang kuat,
Garis tipis > hubungan biasa-biasa saja,
Garis dua > adanya kolaborasi formal,
Garis putus-putus > hubungan tidak resmi atau sementara,
Garis ganda yang menyilangi garis tunggal > putusnya hubungan,
Garis turun-naik > ada konflik atau ada ketidakcocokan,
Tanda panah > garis hirarki dalam suatu kegiatan.
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i. Amati apakah terdapat lingkaran-lingkaran berukuran besar yang
ditempatkan dekat dengan pusat. Jika ada, itu berarti ada beberapa
lembaga di masyarakat tersebut yang bermanfaat dan penting bagi warga.
Lembaga-lembaga tersebut juga sering berinteraksi dengan mereka.
Jika tidak terdapat lingkaran besar atau lingkaran-lingkaran besar justru
ditempatkan jauh dari pusat, itu berarti tidak ada lembaga besar yang
penting bagi sebagian besar warga. Atau lembaga-lembaga tersebut terlalu
jauh, sehingga tidak banyak bermanfaat bagi mereka. Perhatikan juga garis
hubungan yang mereka gambarkan.

3 a. Ajaklah peserta memberikan skor terhadap analisis yang telah dilakukan
dengan menggunakan skala pada DV 1.
b. Sebelum menutup sesi ini, Fasilitator menyampaikan rangkuman hasil 10

diskusi kelompok.
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LEMBAR KERJA - 4
KESIAPAN SECARA KELEMBAGAAN SAAT INI

Lokasi Kegiatan
Nama Pencatat
Jumlah dan komposisi penduduk

WAKTU DIMULALI
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Tabel 6. Daftar Lembaga, Manfaat dan Hubungan Antar Lembaga

Keterangan:

SB :Sangat Besar SD : Sangat Dekat
B :Besar D : Dekat

S :Sedang S : Sedang

K Kecil J :Jauh

SK': Sangat Kecil SJ :Sangat Jauh
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LEMBAR KODE DAN SKOR

DV 1 - Kesiapan lembaga-lembaga setempat

Tidak ada lembaga lokal yang sangat penting atau bermanfaat bagi 0 0
sebagian besar warga

Ada lembaga lokal yang penting/bermanfaat untuk sebagian besar 1 25
warga, tetapi tidak dekat dengan masyarakat (jarang berinteraksi
dengan masyarakat)

Ada lembaga lokal yang penting/bermanfaat untuk sebagian besar 2 50
warga, rutin berinteraksi dengan masyarakat, namun tidak memperoleh
pengakuan resmi dari Pemerintah

Ada lembaga lokal yang penting/bermanfaat untuk sebagian besar 3 75
warga, rutin berinteraksi dengan masyarakat, dan memperoleh
pengakuan resmi dari Pemerintah

Ada lembaga lokal yang penting/bermanfaat untuk sebagian besar 4 100
warga, rutin berinteraksi dengan masyarakat, memperoleh pengakuan

resmi dari Pemerintah, dan memiliki akses keuangan (memilki rekening

bank, memanfaatkan layanan pembukuan)

WAKTU SELESAI
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Bagian Hubungan Kelembagaan

Keluarga

Masjid

Posyandu/

Puskesmas

Dinas

Peternakan
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